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PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN2014

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Pasa174 ayat(,), Pasa1 74

ayat (2), Pasa1 76 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20.4

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Pealndungan Ariak terhadap Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun re45 Pasa1 28B ayat(2), Pasa1 280 ayat (1), Pasal

281 ayat (1).

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

Dengan Hormat,

Jakarta, 21 Januari 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini

MUHAMMAD JONl, S, H. , M. H.

ZULCHAINA TANAMAS, S. H. ;

AMRI LUBIS, S. H. ;

Para Advokat dan Konsultan hukum pada Tim Kuasa Hukum KPAl & KPAD yang

berkedudukan dan berelamat Kantor di Law Office Joni & Tanamas, Gedung Dana

Graha, Suite 301 &302, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Meriteng, Jakarta

Pusat, Phone (62-24) 3,903724, dengan beadasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus

tertangga1 I7 Mei 2019 (asliterlampir)
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Yang dalam halini bertindak selaku Kuasa dan karenanya beMenang bertindak
untuk dan atas nama:

(1) Komisi Perlindungan Ariak Indonesia disingkat "KPAl", suatu Iembaga

negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasa1 74 UU Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Ariak yang diubah dengan ketentuan Pasa1 74 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentsng Perlindungan Ariak [Bukti P-,], Jo. Peraturan

Presiden RI Nomor6, Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Ariak Indonesia,

tangga117 Juni 2016 [Bukti P-2], dengan keanggotaan yang ditetapkan terakhir

beadasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 771P Tahun 2017

tentang Pemberhentian An990ta Komisi Perlindungan Ariak Indonesia Periode

2014-2017 dan Pengangkatan An990ta Komisi Perlindungan Ariak Indonesia

Periode 2017-2022 tangga1 15 Juni 2017 yang dalam halini diwakili o1eh Dr.

Susanto, M. A, daiam jabatan selaku Ketua KPAltBukti P-31, bertindak untuk

dan atas nama KPAl beadasarkan ketentuan Pasa1 5 ayat(I) huruf e Peraturan

Komisi Perlindungan Ariak Indonesia Nomor I tahun 2017 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Keria Komisi Perlindungan Ariak Indonesia [Bukti P-3A],

yang berkedudukan hukum (domisili) dan beralamat kantor di Jalan Tengku

Urnar Nomor 10-12 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut"PEMOHON I".

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Ariak Aceh disingkat "KPPAA",

adalah komisi bersifatindependen meIakukan efektifitas pengawasan terhadap

pelaksanaan perundungan dan pemenuhan hak ariak of Provinsi Aceh, yang

dibentuk beadasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2015 tentang

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Ariak Aceh, tangga1 30 Desember 2045

[Bukti P-4], dengan keanggotaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Gubernur Aceh Nomor 2631/7/2017 tentang Penetapan An990ta Komisi

Pengawasan dan Perlindungan Ariak Aceh Periode 2017-2022 tangga1 23

Januari 2017, dalam halini diwakili o1eh Ayu Ningsih, S. H. , dalam jabatan

selaku KomisionerANakil Ketua KPPAA IBukti P-51, yang beMenang bertindak

untuk dan dimandatkan atas nama KPPAA berdasarkan Rapat PIeno KPPAA

sesuai Berita ACara Hasil Rapat PIeno Nomor 006N/RP/KPPAA12019, tanggal

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4
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13 MeI 2019 [Bukti P-5A], yang berkedudukan dan beralamat kantor of Jalan

Tgk. Batee Timoh No. 2 Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh,

Provinsi Aceh, selanjutnya disebut"PEMOHON 11".

Komisi Perlndungan dan Pengawasan Ariak Daerah Provinsi Kalimantan

Barat disingkat "KPPAD Provinsi Kalimantan Barat" adalah komisi yang

bersifat independen meIakukan efektifitas pengawasan techadap pelaksanaan

perundungan dan pemenuhan hak ariak of Provinsi Kalimantan Barat yang

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor

27610PP-PN2018 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan dan Pengawasan

Ariak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 tanggalll Mei 2018

tBukti P-61, yang dalam halini diwakili o1eh A1ik Ruslaini Rosyad, S. T. , dalam

jabatan selaku Komisioner/An990ta KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, yang

belwenang bertindak mewakili KPPAD Provinsi Kalimantan Baret, beadasarkan

hasil Rapat PIeno KPPAD Propinsi Kalimantan Barattangga1 2 Mei 2019 IBukti

P-6Al yang berkedudukan dan berelamat of Jalan Daeng Abdul Hadi No. 146

Pontianak, Provinsi Kalimantan Baret, selanjutnya disebut"PEMOHON 111".

Komisi Perlindungan Ariak Indonesia Daerah Kota Bogor disingkat"KPAID

Kota Bogor" adalah komisi bersifat independen meIakukan efektifitas

pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak ariak di

Kota Bogor, ProvinsiJawa Baratyang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota

Bogor Nomor 463.45-144 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi

Pealndungan Ariak Indonesia Daerah Kota Bogor Periode 2017-2022 tangga114

Maret2017, yang diubah dengan beadasarkan Keputusan Walikota BogorNomor

463.45-184 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Wakil Ketua 11 dan Anggota

Bidang Hak Sipil Komisi Perlindungan Ariak Indonesia Kota Bogor Periode 2047-

2022, tangga1 7 Agustus 2018 IBukti P-71, yang daiam hallni diwakili o1eh

Dudih Syiaruddin, S. SOS, M. M. , dalam jabatan selaku Ketua KPAID Kota

Bogor, dan beadasarkan Rapat PIeno KPAID Kota Bogor sesuai Berita ACara

tangga1 3 Mei 2019 [Bukti P-7A], yang berkedudukan dan berelamat kantor di

Gedung PPIB (Pusat Pengembangan Islam Bogor) Jalan Palajaran No. 10,

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4
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Kelurahan Barenang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat,

selanjutnya disebut "PEMOHON IV";

Komisi Perlndungan Ariak Daerah Kota Bandung, disingkat"KPAD Kota

Bandung" adalah Iembaga yang bersifat independen untuk meIakukan

efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak

ariak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang dibentuk beadasarkan

Keputusan Walikota Bandung Nomor 4601Kep. 618-Dinsos/20.5 tentang

Pembentukan Komisi Perlindungan Ariak Daerah Kota Bandung Periode tahun

2015-2020 tanggal I Juli 2015 IBukti P-81, yang dalam hallni diwakili o1eh Asep

Barlian, S. Ag. , datam jabatan selaku Sekretaris KPAD Kota Bandung tBukti P-

8Al tanggallO Januari 2019 yang mengaku beMenang behindak atas nama

KPAD Kota Bandung, berdasarkan keputusan Rapat PIeno KPAD Kota Bandung

tangga1 7 Mei 2019 IBukti P-8Bl yang berkedudukan hukum dan berelamat

kantor di Jalan Cicendo No. 4 Gd. KORPRI Bandung, Provinsi Jawa Baret, untuk

selanjutnya disebut"PEMOHON V";

Komisi Perlindungan Ariak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

disingkat"KPAD ProvinsiKepulauan Bangka Belitung" adalah Iembaga yang

bersifat independen untuk meIakukan efektifitas pengawasan terhadap

pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak ariak of Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang dibentuk o1eh Gubemur beadasarkan Peraturan Gubemur

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Komisi Perundungan Ariak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal

25 September 2017, yang an990tanya ditetapkan beadasarkan Keputusan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188,441154/KPAD/2016 tentang

Pengangkatan Anggota Komisi Perundungan Ariak Daerah of Provinsi

Kepulauan Bangka Belltung Periode 2016-2020 tangga118 Februari 2016 tBukti

P-91, yang dalam halini diwakili o1eh Sapta Qodria Muafi, S. H. , dalam jabatan

selaku Ketua KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan

wewenang dan inaridat Rapat PIeno KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sesuai Benta ACara Rapat PIeno Nomor 021BARP KPAD BABELN/2019 tanggal

14 Mei 2019 [Bukti P-9A] yang berkedudukan dan beralamat kantor di Komplek
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perkantoran Gubernur Jalan Pulau Bangka Air Itam Kecamatan Bukit Intan

Pangkalpinang Iantai 4 Kantor Gubernur Bangka Belitung, untuk selanjutnya

disebut"PEMOHON Vl";

Komisi Pengawasan Dan Pealndungan Ariak Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, disingkat "KPPAD Provinsi Kepulauan Riau" adalah Iembaga yang

bersifat independen untuk meIakukan efektifitas pengawasan terhadap

pelaksanaan perlndungan dan pemenuhan hak ariak of provinsi Kepulauan

Riau, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor

39 Tahun 2011 tentsng Komisi Pengawasan dan Perlindungan Ariak Daerah

Provinsi Kepulauan Riau, tangga1 7 November 2011, yang anggotanya

ditetapkan beadasarkan Keputusan Gubemur Kepulauan Riau Nomor228 Tahun

2016 tentang An990ta Komisi Pengawasan dan Perlindungan Ariak Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Periode 20,6202, tangga1 9 Februari 2016 IBukti P-

101, yang berkedudukan dan berelamat kantor di Jalan Brigjen Katamso, Nomor

92 KM 2,5 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau yang dalam halini

diwakili o1eh Eri Syahrial, S. Pd. , M. Pd. I. , berdasarkan hasilrapat PIeno KPPAD

Propinsi Kepuauan Riau Nomor 0351KPPAD-KepriN/2019, tangga1,5 Mei 2019

IBukti P-, OAl dalam jabatan selaku Ketua KPPAD Provinsi Kepulauan Riau,

untuk selanjutnya disebut"PEMOHON Vll";

Komisi Perlindungan Ariak Daerah Kabupaten Subang, disingkat "KPAD

Kabupaten Subang" adalah Iembaga yang bersifat independen untuk

meIakukan efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan

pemenuhan hak ariak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang dibentuk

beadasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 4101Kep. 494-SOSia1/2015

tentang Pembentukan Tim Pengurus dan Anggota Komisioner Komisi

Perlindungan Ariak Daerah Kabupaten Subang Periode Tahun 2015-2020

tangga1 10 Desember 2015 IBukti P-,,l, dalam halini diwakili aleh Darmawan

Saritosa, S. H. , dalam jabatan selaku An 990ta KPAD Kabupaten Subang, yang

mengaku berwenang behindak atas nama KPAD Kabupaten Subang,

beadasarkan Rapat PIeno KPAD Kabupaten Subang tangga115 April2019 tBukti

P-, IAl, berkedudukan dan berelamat Kantor of Gedung GoW Jalan Maxien
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Sutoyo No. 32 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Provinsi Jawa

Barat, untuk selanjutnya disebut "PEMOHON Vlll"'

9) Dr. M. Zahrin Pinang, M. Si. ,Iahirdi PS. SoRKAM, 26 -07,959, taki-Iaki, alamat

of Jalan Kesehatan No. 5 Kelurahan Sei Kerah Hillr I, Kecamatan Medan

Pertuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Warga Negara Indonesia

(WNl), sesuai NIK: 127,182607590001 tBukti P-, 21, untuk selanjutnya disebut

"PEMOHON IX";

10) Meidy Hendrianus, A. Md. Par. , Iahir di Jakarta, 29-05-, 981, Iaki-Iaki, alamat di

Jalan ToR-ToR No. 17, RT/RW 00,1006 Kelurahan Pegangsaan Dua,

Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Warga Negara

Indonesia (WNl), sesuai NIK: 3,72062905810005 tBukti P-, 31, untuk

selanjutnya disebut"PEMOHON X";

11) Elvi Hadriany, S. P. , M. Psi. ,Iahirdi P. Brandan, 05-03-1972, perempuan, alamat

di Jalan Bunga Rinte Komplek Setia Budi Paradise BIOk C-5, Kelurahan Simpang

Selayang, Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Warga

Negara Indonesia (WNl), sesuai NIK : '27/2/4503720003 IBukti P-, 41, untuk

selanjutnya disebut"PEMOHON XI";

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4
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PEMOHON I, suatu Iembaga negara yang dibentuk beadasarkan Pasa1 74 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ariak, Jo. Pasa1 74 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ariak Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 61

Tahun 2016 tentang Komisi Rerundungan Ariak Indonesia, tangga! 17 Juni 2016,

dengan pengurus atau komisioner yang diangkat beadasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia, terakhir Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 P

Tahun 2017 tentang Pemberhentian An990ta Komisi Perlindungan Ariak Indonesia

Periode 2014-2017 dan Pengangkatan An990ta Komisi Perlndungan Ariak Indonesia

Periode 2017-2022 tangga1 15 Juni 2017, yang me in punyaitugas sesuai ketentuan

Pasa176 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ("UU No. 35 Tahun 2014").
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PEMOHON 11, 1/1, IV, V, Vl, Vll, Vlll masing-masing adalah Iembaga komisi

perlindungan ariak daerah, masing-masing bemerituk badan hukum yang dibentuk

untuk meIakukan tugas dan fungsi sebagai komisi perlindungan ariak of daerah

masing-masing, yang dalam langka waktu yang panjang sudah berlugas dalam

pengawasan dan perlindungan ariak di daerah masing-masing;

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35TAHUN 201.4

PEMOHON IX adalah oreng perorangan Warga Negara Indonesia yang bekeria

sebagai aktifis perlindungan ariak, yang pernah menjabat Ketua Komisi Perundungan

Ariak Daerah Propinsi Sumatera Utara (KPAID) Propinsi Sumatera Utara periode

tohun 2006 sampai20,7 yang kernudian keberadaan KPAID PropinsiSumatera Utara

telah dibubarkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun

2017 yang karenanya berkepentingan terhadap pengawasan dan perlindungan ariak

of Propinsi Sumatera Utara;

PEMOHON X adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia yang selaku

KOIega dan ibulorang tua seorang ariak yang pernah meinperoleh layanan pengaduan

perlindungan ariak kepada Komisi Perlindungan Ariak Indonesia, dan berhasil

memenuhi hak-hak ariak;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

& KPAD

PEMOHON XI adalah oreng perorangan Warga Negara Indonesia yang bekeria

sebagai aktifis perlindungan ariak, yang pemah menjabat An990ta Komisi

Rewindungan Ariak Daerah Propinsi Sumatera Utara (KPAID Propinsi Sumatera

Utara) periode tahun 2006 sampai 2017 yang kernudian keberadaan KPAID Propinsi

Sumatera Utara telah dibubarkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera

Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Ariak, Lembaran

Daerah PropinsiSumatera Utara Tahun 2017 Nomor9, tangga123 Oktober20,7, yang

karenanya berkepentingan terhadap pengawasan dan perlindungan ariak di Propinsi

Sumatera Utara;
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PEMOHON I, PEMOHON 11, PEMOHON 1/1, PEMOHON IV, PEMOHON V,

PEMOHON Vl, PEMOHON Vll, PEMOHON Vlll, PEMOHON IX, REMOHON X,

PEMOHON XI secara bersama-sama disebut"PARA PEMOHON"'

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN 201.4

PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materit ketentuan UU No. 35

Tahun 2014 Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomorlembaran negara nomor 297

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606. IBukti P-, 51, yaitu

I. Pasa1 74 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang betounyi"D, loin rungko

meritngkotkon ofektivitos pengowoson penyelenggoroon pemenuhon Hok Anok,

dengon Undong-Undong ini dibentuk Komisi Perlindungon Anok Indonesio yon9

hersilotindependen";

2. Pasa1 74 ayat(2) UU No. 35 Tahun 2014 yang betounyi "Doloin hold, ^e"fukin,

Pemerintoh Doeroh dopot meinbentuk Komisi Perl^^dungon Anok Doeroh atou

Iembogo loinnyo yang sei'enis untilk mendukung pengowoson penye!enggoroon

Perlindungon An ok didoeroh";

3. Pasa1 76 hurufa UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi"melokukon pengowoson

techodop peloksonoon perl^^dungon don pemenuhon HokAnok";

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

torhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD Rl) Tahun 1945, yakni

Pasa128B ayat(2) UUD RITahun 1945 yang betounyi: "Setiop onokbe"hokotos

kelongsungon hidup, turnbuh, don herkernbong serto berhok atOS perlindungon don

kekeroson don diskriminosi";

Pasa1 280 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang betounyi:"Sadop orong be, hat

otos pengokuon, loininon, perl^^dungon, don kepostion hukum yon9 0dil serto

perlokuonyongsQmo at hadopon hukum";

Pasa1 28 I ayat(4) UUD RITahun 1945 yang berbunyi:"Palmd"rigon, pemoj'u@n,

penegokon, don pemenuhon hok OSos!' moriusio ridoloh tanggung 1'0wob negoro,

terutomo pemerintoh":>
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I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35TAHUN 201.4

Bahwa PARA PEMOHON memohon agarsudilah kiranya Mahkamah Konstitusi

("Mahkamah") menerima permohonan dan menetapkan persidangan yang

memeriksa, mengadili dan meIakukan persidangan permohonan pengujian
materit ketentuan UU No. 35 Tahun 2014

Pasa1 74 ayat(,) yang berbunyi"Doloin rungko meningkotkon ofekt^^jins

pengowoson penyelenggoroon pemenuhon Hok Anok, dengon Undong-

Undong ini dibentuk Komisi Perlindungon Anok Indonesio yang hersnot

in dependen";

Pasa1 74 ayat (2) yang betounyi"Doloin hol dipe"inkon, Pemerintoh

Doeroh dopot meinbentukKomisiPerlindungon Anok Doeroh otou Iembogo

mirinyo yong seienis untuk mendukung pengowoson penyelenggoroon

Perlindungon An ok didoeroh";

Pasa1 76 huruf a yang berbunyi"melokukon pengowoson terhodop

peloksonoon perl^^dungon don pemenuhon HokAnok";

TIM KUASA
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Terhadap UUD RITahun 1945 Pasa128B ayat(2), Pasa1 280 ayat(,), Pasa1 28

I ayat (4)

Bahwa beadasarkan Pasa124C ayat(,) UUD 1945 Jo. Pasal, O ayat(I) hurufa

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU No. 24 Tahun

2003") yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 yang menyatakan salah satu

wewenang Mahkamah Konstitusi adalah meIakukan pengujian materit Undang-

undang terhada UUD RI Tahun 1945;

Bahwa beadasarkan Pasa1 24C ayat(,) UUD RI Tahun 1945 Jo. PasallO ayat

(1) huruf a UU Nomor 24 Tahun yang betounyi
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"Mohkomoh Konstitusiberwenong mengodilipodo tingkot pertomo don

torokhir, yon9 putusonnyo bersjfotjinol untuk menguj'i Undong-Undong terhodop

Undong-Undong Doson meinutus sengketo kewenongon Iembogo Negoro yong

diberikon oreh Undong-Undong Doson meinutus pembuboron portoi pontik,

donmemutus perseli^ihon tentong hostlpemilihon urnum";

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35 TAHUN 201.4

Bahwa beadasarkan Pasa1 24 ayat(2) UUD 1945 yang menyatakan kekuasaan

kehakiman dilakukan o1eh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada

dibawahnya termasuk Mahkamah Konstitusi;

Bahwa beadasarkan ketentuan Pasa17 ayat(I) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur

bahwa secara hierarki kedudukan UUD RI Tahun 1945 Iebih tinggi dan Undang-

Undang (UU), o1eh karenanya setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan

dengan UUD RITahun 1945. Dengan demikian, jika ketentuan Undang-undang

(UU) balentangan dengan UUD RI Tahun 1945 inaka ketentuan tersebut dapat

diuji me Iaiui me kanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Rl;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

Bahwa beadasarkan dalil-daliltersebut, Mahkamah Konstitusi bemyenang

memeriksa dan mengadili permohonan pengujian UU No. 35 Tahun 2014

techadap UUD RI Tahun 1945

KEDUDUKAN HUKUM (LEGALSTANDING) DAN KEPENTINGAN
KONSTITUSIONALPARA PEMOHON.

Bahwa beadasarkan ketentuan Pasa1 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003

menyebutkan bahwa PARA PEMOHON adalah pihak yang mendalilkan hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan o1eh berlakunya Undang-

undang, yaitu

Perorangan Warga Negara Indonesia;
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PERM01-10NAN FENGUllAN MATERIL
UUNOMOR35TAHUN201.4

Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

Badan hukum publik atau privat; atau

Lembaga Negara;

Bahwa beadasarkan Penjelasan Pasa15, ayat(,) UU No. 24 Tahun 2003 antara

lain menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan hak konstitusional

adalah hak-hak yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945;

Bahwa Peruelasan Pasa1 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tidak mengatur

mengenai kewenangan konstitusional. Namun dengan menganalogikannya

dengan definisi hak konstitusional inaka dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan kewenangan hak konstitusional ada!ah kewenangan yang

diatur dalam UUD RI Tahun 1945;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

4. Bahwa beadasarkan ketentuan chatas, inaka terdapat 2 (dua) syarat yang harus

dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON meiniliki kedudukan hukum

(legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-undang, yakniterdiri dan

syarat-syarat sebagai berikut:

a. memenuhikualifikasi untuk bertindak sebagaiPemohon sebagaimana

diuraikan dalam ketentuan Pasa1 51 ayat(,) UU No. 24 Tahun 2003;

hak dan/ateu kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dirugikan

dengan berlakunya suatu ketentuan undang-undang;

Untukselanjutnya pembahasan secara terperincimengenailegalstanding PARA
PEMOHON akan diuraikan of bawah ini.

r

I>

,)

Bahwa PEMOHON I, suatu Iembaga negara yang dibentuk beadasarkan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ariak, Jo. Pasal

74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

I I
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ariak Jo.

Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan

Ariak Indonesia, tangga1 17 Juni 2016, dengan pengurus atau komisioner yang

diangkat beadasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia, terakhir

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 771P Tahun 2017

tentsng Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Ariak Indonesia Periode

2014-2017 dan Pengangkatan An990ta Komisi Perlindungan Ariak Indonesia

Periode 2017-2022 tangga1 15 Juni 2017, yang meinpunyaitugas sesuai

ketentuan Pasa1 76 UU No. 35 Tahun 2014, dan PEMOHON I cq. KPAl di

tingkat pusat benungsi dan behindak sebagaiinstitusi riasional hak asasi

inariusia (national human rights institution/NHR1), o1eh karena adanya kerugian

konstitusional PEMOHON I terhadap norma-norma yang diujikan daiam

perkara aquo sehingga PEMOHON I meinpunyai kedudukan hukum (legal

standing) dalam perkara aquo, '

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

Bahwa PEMOHON 11, 1/1, IV, V, Vl, Vll, Vlll masing-masing adalah Iembaga

komisi perlindungan ariak daerah, yang secara eksplisit disebutkan dalam

norma UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo, UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasa1 74 ayat

(2) yang masing-masing meinpunyai status dan kedudukan sebagai badan

hukum yang beltugas untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan

Perlindungan Ariak di daerah masing-masing, baik tingkat propinsi inaupun

kabupaten/kota, yang sudah nyata bekeria dalam pengawasan dan

perlindungan ariak of daerah masing-masing, namun terganggu hak

konstitusionalnya karena tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum techadap komisi perlindungan ariak daerah dalam norma UU No. 35

Tahun 2014, sehingga mengalami hambatan kapasitas kelembagaan yang

tidak sebangun dan tersistem dengan KPAl dalam menialankan fungsi

institusi HAM yang menjangkau ariak-ariak of daerah. Keadaan itu

menimbulkan pelemahan dan pembiaran yang tenadi karena ketidakpastian

hukum Komisi Perlndungan Ariak Daerah sebagai bagian dan sistem

pengawasan yang tenntegrasi dengan KPAl yang menimbulkan kerugian
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konstitusional, dan karenanya PEMOHON 11, 1/1, IV, V, Vl, Vll, Vlll memillki

kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara aquo;

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR3STAHUN201.4

6. Bahwa PEMOHON 11,111, IV, V, Vl, Vll, Vlll secara konkrittelah turut beroeran

dalam menialankan pemihakan, hak dan tanggung jawabnya dalam

perlindungan hak-hak ariak sebagai HAM dimana ariak-ariak merupakan

kelompok rentan (vulnerable group) dan mein butuhkan perlindungan bahkan

perlindungan khusus (special protection) terhadap ariak-ariak yang dalam

berada dalam pusaran permasalahan khusus, yang secara yuridis penting

perlindungan khusus ariak diakuitermasuk ketentuan dalam Pasa1 59, 59A, 60,

64, 65, 66, 67, 67A, 67B, 67C, 68, 69, 69A 69B, 70, 71, 71A, 71B, 71C, 710

UU Nomor 35 Tahun 2014;

7. Bahwa PEMOHON 11,111, IV, V, Vl, Vll, Vl!I walaupun telah ada dan dibentuk

namun adanya ketidakpastian hukum dalam hal norma Komisi Perlindungan

Ariak Daerah mengakibatkan tidak tenamin dan tentndunginya hak-hak ariak

yang diamanatkan Pasa1 28B ayat(2) UUD 1945 sehingga tidak menjangkau

pengawasan terhadap segenap ariak-ariak di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKR1). 01eh karena iru PEMOHON 11,111, IV, V, Vl, Vll, Vlll

mein punyai kedudukan hukum (legal standihg) mengajukan pengujian materil

terhadap norma-norma UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana obiek

pengujian mater11 dalam perkara aquo;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

8. Bahwa PEMOHON IX, dan PEMOHON XI adalah orang perorangan Warga

Negara Indonesia yang berkepentingan terhadap perlindungan dan

pengawasan ariak di daerah, yang pernah mengabdi dan menialankan tugas

dan fungsi perlindungan ariak dan pengawasan perindungan ariak di Propinsi

Sumatera Utara dengan mengacu dan beadasarkan Pasa1 74 ayat (2) UU

Nomor35 Tahun 2014, namun karena kelembagaan KPAID Propinsi Sumatera

Utara telah dibubarkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi

Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
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Ariak sehingga sampai saat permohonan pengujian material ini diajukan tidak

ada lagi kelembagaan KPAID Propinsi Sumatera Utara yang beltugas

meIakukan perlindungan dan pengawasan ariak sebagaimana inaksud

ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU No. 35 Tahun 2004;

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN201.4

9. Bahwa PEMOHON X adalah oreng perseorangan dan kolega yang meiniliki

ariak yang meinbuatlaporan pengaduan dan menggunakan 18sa KPAl dan

bemasil memenuhi hak-hak ariak tersebut, dan karenanya meiniliki

kepentingan ternadap adanya kelembagaan perlindungan ariak seperii halnya

KPAl dan KPAD sebagaimana inaksud Pasa1 74 ayat(,) dan ayat(2) UU No.

35 Tahun 2014;

10. Bahwa beadasarkan ketentuan dan syarat-syarat di ams, bahwasanya PARA

PEMOHON mein11iki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara

pengujian Undang-undang aquo;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

1/1. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Perihal alasan pengujian ketentuan Pasa1 74 ayat(,) UU No. 35 Tahun

20.4 yang bertentangan dengan Pasa1 28B ayat (2), Pasa1 280 ayat (1),

Pasa1 28 I ayat(4) UUD RI Tahun re45.

Bahwa kelembagaan pengawasan pelaksanaan hak-hak ariak yang dibangun

dalam ketentuan Pasa1 74 ayat(,) UU Nomor 35 Tahun 2014 dinormakan

sebagaimana berikut in I:

"Dojom rangko meritngkotkon of'ektivitos pengowoson penyelenggoroon

pemenuhon Hok Anok, dengon Undong-Undong inI dibentuk Komisi

Perl^^dungon Anok In donesioyong bersjfotindependen";

2. Bahwa ketentuan Pasa1 74 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 merupakan

norma strukturlkelembagaan sebagai dasar yang mengokohkan pembentukan



>

>

>

>

>

>

>

>

>

:>

D

D

>

D

:>

:>

D

:>

I>

D

D

I:)

o

Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang bersifat independen yang

sebelumya sudah diatur dalam Pasa1 74 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Ariak. Adanya ketentuan Pasa! 74 ayat(,) UU Nomor 35 Tahun

2014 mengonfirmasikan sahihnya dan mengokohkan politik hukum pentingnya

struktur kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak ariak yang

merupakan hak konstitusi Pasa1 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang

sekaligus merupakan hak asasi inariusia (HAM) yang chiamin pula dalam Pasal

281 ayat(4) UUD RITahun 1945, namun belum sebagai satu kesatuan sistem

kelembagaan yang mencakup termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah,

apalagi wilayah Indonesia terdiri atas Kondisi geografis yang Iuas, tingkat

kesulitan akses yang tinggi dan pulau-pulau yang ternencil, sehingga perlu

penjangkauan pengawasan hak ariak dengan kelembagaan of daerah.

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN2014

TINI KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

Bahwa ketentuan Pasa1 74 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 dinormakan

matsud pembentukan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang bersifat

independen adalah meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan

hak ariak dan perlindungan ariak, yang tenugas sesuai ketentuan Pasa1 76 UU

Nomor 35 Tahun 2014 bagi ariak Indonesia of seluruh pelosok daerah/wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga ariak-ariak Indonesia alluar

wilayah Indonesia dengan tanpa diskriminasi.

o

o

Q

o

o

o

o

o

o

J

Pi

Namun institusi HAM/ hak ariak itu dalam pelemahan secara struktural, sebab

organ kelembagaannya dengan pembatasan o1eh karena tidak mencakup

Komisi Perlindungan Ariak Daerah, hal inaria norma yang sedemikian

bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, o1eh karena:

Pasa1 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang eksplisit menjamin hak

konstitusional ariak, o1eh karena itu inutlak pentingnya keberadaan organ

kelembagaan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang bersifat

independen yang pembentukannya dimaksudkan efektivitas pengawasan

penyelenggaraan hak ariak dan perlindungan ariak. Namun dinormakan

tidak termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah, sehingga menghambat,
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mengurangi bahkan menghapuskan fungsi pengawasan penye!enggaraan

hak ariak dan perlindungan ariak pada segenap ariak of seiuruh pelosok

daerah/wilayah NKRl yang dilakukan Komisi Perlindungan Ariak Daerah.

mengakibatkan pembatasan sistematis akses segenap ariak-ariak dart

seiuruh pelosok daerah/wilayah NKRl meinperoleh perlindungan dan

pemenuhan haknya karena tidak adanya kelembagaan pengawasan

menyeluruh, hal inaria disebabkan dibatasinya iangkauan Komisi

Perlindungan Ariak Daerah dalam pengawasan perlindungan ariak di

seluruh pelosok daerah/wilayah NKRl;

tidak adanya kepastian hukum yang berkeadilan sesuai hak konstitusional

Pasa1 280 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 untuk perlindungan, penegakan,

pemajuan dan pemenuhan hak ariak yang dijamin Pasa1 28B ayat(2) UUD

RI Tahun 1945, o1eh karena pembentukan Komisi Perlindungan Ariak

Indonesia dengan Pasa1 74 ayat(I) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang tidak

mencakup Komisi Perundungan Ariak Daerah;

apa!agijika dibandingkan dengan ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU Nomor

35 Tahun 2014 bahwa Komisi Rentndungan Ariak Daerah hanya dibentuk

dengan pembatasan normatif, yaitu dalam hal diperlukan pemerintah

daerah inaka baru dapat dibentuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah, Hal

itu bermakna seakan-akan pengawasan penyelenggaraan hak ariak dan

perlindungan ariak merupakan wewe nang subyektif sesuai keperluan dan

kepentingan pemerintah daerah, bukan berdasarkan inaridat Konstitusi

Pasa! 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945, dan dianggap urusan dan

keperluan subyektif-relatif pemerintah daerah (bukan pealndungan,

pelaksanaan, pemajuan dan pemenuhan HAM/hak ariak yang diakui

sebagai hak konstitusi).

sehingga bertentangan dengan arti pentingnya Komisi Perlindungan Ariak

Indonesia sebagai organ kelembagaan hak-hak ariak yang merupakan

organ negara tambahan (state auxifiary body) dan institusi HAM, dan

karenanya Komisi Perlindungan Ariak Daerah sebagai bagian dan

kelembagaan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia bukan Organisasi

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35TAHUN 201.4

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD
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Perangkat Daerah (OPD). Ketentuan Pasa174 ayat(I) UU Nomor35Tahun

2014 yang tidak menormakan termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah

adalah norma yang bertentangan dengan hak Konsitusional ariak dalam

Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945 dan hak konstitusional kepastian

hukum yang berkeadilan dalam Pasa1 280 ayat(I) UUD RI Tahun 1945;

ketentuan Pasa1 74 ayat(I) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menormakan

Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang bersifat independen, akan tetapi

ruinusan normanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan

hak konstitusional ariak o1eh karena dilemahkan sendiri dan tidak konsisten

dengan ketentuan Pasa174 ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014,

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UUNOMOR35 TAHUN 201.4

Bahwa dengan demikian inaka ketentuan Pasa1 74 ayat (,) UU Nomor 35

Tahun 2014 yang menormakan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang

bersifatindependen namun tidak termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah,

dan pembentukan Komisi Perlindungan Ariak Daerah yang dipersyaratkan

dalam hal apabila diperlukan pemerintah daerah sala sehingga hak ariak

seakan-akan anugerah pemberian pemerintah daerah dan karenanya tidak

diwajibkan pengawasan penyelenggaraan hak ariak o1eh Komisi Perundungan

Ariak Daerah. Norma yang sedemikian itu bertentangan dengan UUD RI Tahun

1945 Pasa1 28B ayat(2), Pasa1 280 ayat(I), Pasa1 281 ayat(4) dengan alasan-

alasan dan daiil-daiil yang diajukan daiam permohonan pengujian materilini;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

5. Bahwa ketentuan Pasa1 74 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang

menormakan keberadaan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang tidek

mencakup sebagai satu kesatuan dengan Komisi Perlindungan Ariak Daerah,

dan adanya norma yang tidak konsisten dan pelemahan struktural daiam

ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014. 01eh karena itu,

eksistensi ada (dibentuk) ataupun tidak (dibentuk) Komisi Perlindungan Ariak

Daerah seakan-akan bukan karena hak Konstitusi dan inaridat konstitusi,

karena subyektifitas kepentingan pemerintah daerah. Walaupun

dilakukan pembentukannya, namun mengalami pelemahan, pengabaian, dan

31
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bahkan pembubaran Komisi Perlndungan Ariak Daerah sebagaimana fakta

pembubaran KPAID Propinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Daerah

Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentsng

Penyelenggaraan Perlindungan Ariak [Bukti P-, 6], yang sebelumnya dibentuk

dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Ariak tBukti- P-, 71, sehingga tidak

adanya kelembagaan pengawasan perlindungan ariak di Sumatera Utara

sebagaimana dimaksud Pasa1 74 ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014.

PERMOllONANPENGUjlAN MATERIL
UUNOMOR35TAHUN201.4

6. Bahwa dengan perbandingan Pasa1 74 ayat(,) dengan Pasat 74 ayat(2) UU

Nomor 35 Tahun 2014 adanya kendakkonsistenan (Ihconsistency),

pengurangan dan pembatasan independensi Komisi Perlindungan Ariak

Indonesia sehingga menghambat pengawasan perlindungan dan pemenuhan

hak ariak yang chiamin Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945, dan Pasa1 281

ayat(4) UUD Rt Tahun 1945 yang menormakan HAM (termasuk hak ariak)

yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

7. Bahwa adanya kerugian konstitusional PARA PEMOHON khususnya

PEMOHON I akibat dan penormaan Pasa1 74 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun

2014 yang sedemikian sehingga tidak dapat menjangkau pengawasan

perlindungan ariak dan penyelenggaraan hak ariak of seluruh pelosok daerah/

wilayah NKRl. Keadaan yang sedemikian menegasikan jaminan, perlindungan,

pemajuan dan pemenuhan hak ariak sebagai HAM (vide Pasa1 281 ayat(4)

UUD 1945), dan merugikan perlindungan ariak of seluruh pelosok

daerah/wilayah NKRl(vide Pasa1 28B ayat(2) UUD 1945);

Bahwa arti penting Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang dimaknai

termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah adalah sesuai inaksud asli UU

Nomor 35 Tahun 2014 untuk menjamin hak ariak sebagai HAM dan hak

Konstitusi sesuai Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945 sebagai hukum
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tertinggi(constitutie is de hoogeste wet) dalam negara hukum yang demokratis

(democratisch rechstaat),

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

Negara Republik Indonesia yang dibentuk beadasarkan UUD RI Tahun 1945

merupakan negara demokrasi konstitusional, yang meinbangun sistem hukum

yang memberikan jaminan HAM yang secara ekplisit dirumuskan dalam UUD

RI Tahun 1945. Negara hukum yang demokratis mensyaratkan jaminan HAM

termasuk hak-hak ariak yang antara lain diwujudkan dengan UU Nomor 35
demokrasiTahun 2044. Jaminan HAM adalah konsekuensi negara

konstitusional, dan sebaliknya tidak ada demokrasi konstitusional apabila tidak

ada jaminan HAM. 01eh karena itu, UUD RI Tahun 1945 sebagai constitutie is

den hoogeste wet sudah tepat dan sahih mengangkat hak-hak ariak sebagai

jaminan HAM yang setarikan nafas dengan eksistensi negara demokrasi

konstitusional sebagaimana Pasa1 28B ayat(2) UUD 1945 yang berbunyi:

**setjop on ok herhok otos kernngsungon hidup, turnbuh, don berkembon9

rerto herhok otosperfindungon drinkekeroson don diskriminosi";
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9. Bahwa penormaan Pasa174 ayat(,) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang demikian

mengakibatkan tidak adanya dan tidak efektifnya infrastruktur pengawasan

penyelenggaraan hak ariak chindonesia yang chiamin Pasa1 28B ayat(2) UUD

RI Tahun 1945, dimana hak-hak ariak merupakan hak konstitusional dan ariak

sebagai kelompok rentan (vulnerable group) yang merupakan bagian penting

dari rakyat Indonesia yang tidak lain adalah pemilik Constituent Power.

Q

o

Norma Pasa174 ayat(I) UU Nomor 35 Tahun 2014 sedemikian menimbulkan

risiko kegagalan perlindungan dan pemenuhan hak ariak dan meinbuka

peluang pelanggaran hak ariak sebagai HAM dan hak Konstitusional karena

tanpa sistem pengawasan yang mencakup Komisi Perlindungan Ariak Daerah

--yang mencakup seluruh ariak pada seiuruh pelosok daerah/wilayah

Indonesia. Halitu berani pengabaian dan pelambatan pemenuhan hak ariak

yang tidak dimungkirisebagai fakta kegagalan perlindungan dan pemenuhanJ

o

o

C)

I-)
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HAM yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah (vide

Pasa1 281 ayat (4) UUD RI Tahun 1945), Kegagalan perlindungan dan

pemenuhan HAM akan mengancam demokrasi Konstitusionalitu sendiri

(Janedjri M. Gaffar, "Demokrasi Konstitusional- Prektik Katatanegaraan

Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945", Konstitusi Press, 2012).

PERMOHONAN PENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

10. Bahwa Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945 yang menjamin HAM cq. hak-

hak ariak bukan saia mengacu kepada nilai-nilailuhur bangsa Indonesia

menghargai hak-hak ariak, Iebih dan itu jaminan hak ariak menjadi norma yang

hidup dan berkembang yang menjamin dan me11ndungi hak ariak secara

eksplisit sebagai kandungan (ingredi^nt) konstitusi. Secara negasi,

pengurangan ataupun pengabaian hak konstitusi ariak berarti pencideraan

konstitusi dan pembangkangan demokrasi konstitusional dalam negara hukum

yang demokratis;
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HUKUM KPAl

&KPAD

Bahwa mengacu kepada Pembukaan UUD RI Tahun 1945 dan Batang Tubuh

UUD RI Tahun 1945 yang mengakui HAM sebagai hak Konstitusi yang

bermakna UUD RI Tahun 1945 menghormati (to respect), menjamin (to

ensure), meIindungi(to protect), memenuhi(to fulfill), dan memaiukan (to

promote) HAM termasuk hak ariak. Hak ariak merupakan bagian penting hak

konstitusional yang meIekat pada setiap orang (for all human being)

beadasarkan falsafah Pancasila dan landasan yuridis konstitusional

beadasarkan UUD RI Tahun 1945, namun perlindungan ariak dan

penyelenggaraan hak-hak ariak mengalami kesulitan dan hambatan struktural

sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini:

a. hak ariak adalah bagian tidak terpisahkan dan kewajiban konstitusional

negara yang chiamin Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945, namun pada

kenyataan hak ariak belum sebagai pertimbangan paling puncak

(paremountconsideration) dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan, tanggung jawab atas perlindungan, pelaksanaan,

o

I)
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pemajuan dan pemenuhan hak ariak, dan dalam konteks relasi

bemegara;

b, pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945 mengandung inaksud aslijaminan

hak ariak yang terus menerus berkembang. Ariak sebagaiinsan inariusia

yang dalam masa evolusi kapasitas (evolving capacities) karena sedang

daiam fase turnbuh dan berkembang yang tidak bisa ditunda ataupun

diulang kernbali. Sehingga keliru jika hak-hak ariak tidak hanya dirumuskan

dalam dokumen formal Konstitusi akan tetapi menjadikannya hak konstitusi

yang hidup (living constitution) karena kodrat alamiah masa/periode emas

(golden period) turnbuh kernbang ariak yang tidak bisa ditunda ataupun

digantikan kerika pada masa/waktu nanti ariak menjadi dewasa. Dengan

kodrat-alamiah turnbuh kernbang ariak yang khas sepertiitu, namun masih

beretnya tantangan mengupayakan Pasa128B ayat(2) UUD RI Tahun

1945 sebagai living constitution yang menjaditangggung jawab

negara, terutama pemerintah sebagaimana Pasa1 281 ayat(4) UUD Rl

Tahun 1945, yang bermakna termasuk pula Iembaga negara dalam

lingkup kekuasan kehakiman.

c. pemenuhan hak ariak Pasa1 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dalam

keadaan konkrit masih mengalami kesulitan dan hambatan karena pada

kenyataannya ariak-ariak dalam lingkungan SOSial dan pola relasi

bemegara yang masih belum meIekat dan sensitif hak ariak;

d, realitas kerentanan ariak dan kelemahan POSisi ariak sebagai bagian tak

to coisahkan dalam relasi negara, pasar dan masyarakat sipil(civil society),

Walaupun adanyajaminan HAM cq. hakanak namun pengaruh kekuatan

pasar(market) ataupun pendekatan pasar(marketapproach) menjadi

toktor kesulitan dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak ariak.

Dalam kondisisedemikian keberadaan institusiindependen dalam

pengawasan hak ariak berperan strategis dan penting. 01eh karena itu

jaminan hak ariak sesuai amanat Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945

meinbutuhkan institusiindependen pengawasan yang kuat dan

menjangkau seluruh daerah;

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
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e. Walaupun adanya jaminan hak ariak dalam konstitusi namun untuk

mengefektifkan perlindungan dan pemenuhan hak ariak itu dalam konteks

be megara, meinbutuhkan institusi pengawasan hak ariak yang independen

sebagaimana halnya Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang

menialan kan fungsi menyeimbangkan dan mengendalikan (check and

balances) agar kekuasaan Iembaga negara tidak sewenang-wenang

terhadap hak-hak ariak. Fungsi check and balances Komisi

Perlindungan Ariak Indonesia sebagai institusi independen

pengawasan hak ariak semakin penting dalam relasi"trias-politica

baru" antara negara (state), pasar (market) dan civilsociety (Prof. Dr.

Jimly Ashiddiqie, "Konstitusi Ekonomi", ha1. 368-369).

f. pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945 memosisikan semakin pentingnya

hak ariak sebagai kepentingan Konstitusional (constitutional important)

dalam negara hukum yang demokratis. Namun demikian pengarus-

utamaan hak ariak dalam kerangka rule of the law memerlukan institusi

pengawasan yang independen guna memastikan perlindungan dan

pemenuhan hak ariak sebagai Constitutional, inportant dalam

berbangsa dan bemegara;

g. Pasa1 28B ayat (2) UUD RI Tahun ,945 semakin mengokohkan

pentingnya tanggungjawab konstitusional negara terutama pemerintah

torhadap hak-hak ariak, Argumentasiini merujuk pada inaridat

konstitusional atas HAM sebagaitanggung jawab negara, terutama

pemerintah (vide Pasa1281 ayat(4) UUD RI Tahun 1945). 01eh karena iru

jaminan hak ariak semakin kokoh karena meiniliki inaridat kernbar

yakni Pasa1 28B ayat(2) dan Pasa1 281 ayat(4) UUD RITahun 1945.

h. Pasa1 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menjamin hak ariak

Indonesia yang sekaligus bagian penting dari seluruh rakyat

Indonesia (termasuk ariak) sebagai pemilik kedaulatan rakyat

(constituentpower) yang dilaksanakan beadasarkan UUD (vide Pasall

ayat(2) UUD RI Tahun 1945). 01eh karena iru semakin penting kebijakan

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4
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meinihak hak ariak pada segenap organ kekuasaan negara, bukan hanya

pemerintah pusat namun pemerintah daerah.

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN201.4

12. Bahwa inaridat konstitusional Pasa1 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 tersebut

bukan hanya normatifdariingredi^ntkonstitusi, akan tetapi satu kesatuan dengan

jaminan pelaksanaan, penegakan dan pemenuhan yang nyata dan efektif dengan

memastikan perlindungan ariak yang mencakup sistem pengawasan hak

ariak agarmemastikan upaya yang optimaldalam pemenuhan hakanak. Hal

ini semakin penting dipastikan, o1eh karena:

a. jaminan hak ariak bukan hanya karena amandemen konstitusi yang

mengutamakan jaminan HAM namun inheren upaya nyata tindakan

berkemajuan (progresively) dan realisasi penuh (fullreali2atibn).

b. subyek ariak sebagai ariak dan sebagai warga negara tidak dapat disisihkan

sebagai pemilik kedaulatan rakyat (constituent power).

c. Konstitusi hak ariak bukan sekadar tenulis (written constitution) namun

menjadi Konstitusi yang hidup dan berkembang orving and evolving

constitution), sehingga bukan norma konstitusi yang nihil sebagaimana tamsil

"menu restoran" yang tertulis ada, namun tak tersedia seperti satir "Apakah

saya sedang meinbaca menu atau konstitusi kita", dan Ewa Letowska

seorang jurist warga negara Polandia yang menulis "A Constitution of

Possibilities", dalam East Europen Constitutional Review, V01. 6. Number 2

& 3, Spring, 1997, h. 76 (Iihatl D, G. Palguna, "Mahkamah Konstitusi - Dasar

Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain"

Konstitusi Press, 2018, h. , ).

d, hak ariak sebagaiingredient konstitusi modern musti sungguh-sungguh

direrapkan dengan sengaja menyediakan sistem pengawasan pelaksanaan

hak-hak ariak. "Konstitusimodern bersjfot aplicable orou dopot don horus

djjolonkon doloin proktik. Konstitusinegoro horus sun9guh-sung9uh dirolonkon

dojom pinktik penyelenggoroon kekuosoon. " (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H, ,

"Konstitusi Ekonomi", Penerbit Kompas, 2016, ha1. 337);
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13. Bahwa jaminan hak ariak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 menghendaki

organ pengawasan penyelenggaraan hak ariak dan perlindungan ariak

dengan menormakan keberadaan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia

termasuk Komisi Perlndungan Ariak Daerah yang bersifat independen

sebagai satu sistem kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak ariak,

diperlukan karena:

a, untuk menggerakkan dan mengefektifkan normalsubstansi hukum dan suatu

Undang-undang dimana negara behindak hanya meIalui organnya,

sebagaimana pendapat Hans Kelsen bahwa the state acts only through its

organs.

b. Sistem kelembagaan pengawasan hak ariak tersebut bagian tak terpisah dari

hak ariak sebagai HAM yang menjadi sistem norma hak ariak daiam negara
demokrasi Konstitusional,

c. tidak ada jaminan HAM tanpa institusi pengawasan HAM itu sendiri. Analog

dengan itu, in aka tidak ada jaminan hak ariak tanpa institusi pengawasan hak
ariak.

d. ariak-ariak merupakan subyek dalam Kondisi evolusi kapasitas (evolving

capacities) yang sedang turnbuh dan berkembang pada usia rawan sehingga

menjadi subyekyang dalam keadaan rentan yang meinbutuhkan perlindungan

khusus dan institusi pengawasan hak ariak yang kuat.

e. pasa1 28B ayat (2) UUD 1945 sebagailiving constitution yang hanya berguna

apabila tersedianya institusi pengawasan hak ariak sebagai bagian integral

jaminan HAM itu sendiri;

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
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4. Bahwa ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 harus mengandung isi dan dimensi

HAM yang otentik sesuai inaridat kernbar dari konstitusi dengan tidak ada

pengurangan, pengucilan, pengabaian, penundaan, ketidakpastian, dan norma

yang diskriminatif techadap hak-hak ariak, karena menimbulkan dampak

permanen yang meinbekas sepanjang hidup ariak (longlife of the child). Sebab

itulah penting mengoptimalkan tanggung jawab negara terutama pemerintah

(termasuk pemerintah daerah), Patut meinperhatikan ajakan moral dari John
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Gray, Ph. D dalam "Children Are from Heaven" yang mengatakan:

bertanggung jawab untuksecoro bitoksono mendukung mereko sehihggo porensidon

bokot mereko okon tertorik ke IMOr. ... mereko bel;90ntung podo dukungon kito untuk

tombuh'.

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
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15. Bahwa merujuk Pasa1 281 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 inaka negara cq.

pemerintah bertanggung jawab menjamin hak ariak, termasuk menjamin

keberadaan institusi pengawasan hak ariak, Analog dengan tanggung jawab

orangtua pada ariaknya, inaka pemerintah menialankan fungsi dan peran

'^arentaldirection and guidance" pada ariak yang diterapkan secara tidak tak

ternatas (not unlimited). Tanggung jawab tidak tak techatas itu tidak cukup hanya

meinbuat regulasitetapijuga pelaksanaan perlindungannya dengan ikhtiarterbaik

dan optimum memastikan hak ariak sebagai pertimbangan paling puncak

(paremount consideration);
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16. Bahwa dalam ketentuan Pasa1 74 ayat(I) dan ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014

tidakterbangun sistem kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak-hakanak

dan perlindungan ariak yang efektif menjamin hak-hak ariak, o1eh karena:

. tidak satu kesatuan dengan Komisi Perlindungan Ariak Daerah karena dibatasi

sesuai keperluan pemerintah daerah bukan demi hak-hak ariak, sehingga

meinbatasi perlindungan ariak;

. Komisi Perlindungan Ariak Daerah kehilangan constitutionalImportant-nya dan

kekurangan in dependensi karena dibentuk dalam hal apabila sesuai keperluan

pemerintah daerah yang pada kenyataannya justru diposisikan sebagai organ

pemerintah daerah yang bahkan tidak difasilitasi dengan memadai.

. Komisi Pealndungan Ariak Daerah sebagai kelembagaan pengawasan hak

ariak di daerah tidak terbangun sebagai sistem yang satu kesatuan dengan

Komisi Perlindungan Ariak Indonesia sehingga pembentukannya bukan hanya

dan semata-mata kebutuhan pemerintah daerah saia. Penormaan yang

senjang antara Pasa1 74 ayat (1) dengan ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014

beadampak pada kesenjangan perlindungan hak ariak of daerah karena tidak

9
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adanya kepastian hukum atas pengawasan dan perlindungan ariak atas hak-

hak ariak sebagai HAM dan chiamin konstitusi yang menjangkau seiuruh ariak

(for airy pada seluruh wilayah/daerah.

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35TAHUN 201.4

17. Bahwa sistem kelembagaan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang

didesain tidak termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah, sehingga tidak

meiniliki kapasitas menjangkau pengawasan penyelenggaraan hak ariak

dan perlindungan ariak dalam setiap jengkal pelosok daerah/wilayah NKRl

yang mengakibatkan kedaulatan hak-hak ariak tidak terwujud, karena ariak

meinbutuhkan perlndungan khusus sebagaimana fakta-fakta berikutini:

a. tidak adanya kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak ariak dan

perlindungan ariak berent tidak adanya katup pengaman perlindungan

ariak yang belfungsi agar tidak satupun ariak yang tertinggal(no one

leftbehind) atas hak-haknya.

b. banyaknya populasi perkawinan ariak, eksploitasi ariak, kekerasan ariak,

bahkan gizi buruk dan stunting ariak adalah bukti nyata masih banyak ariak

tersisihkan atas hak-haknya. Kondisiitu bukan sekadar fakta ariak yang

kurang beruntung, namun dalam perspektif hak ariak sudah termasuk

Kualifikasi pelanggaran HAM. Padahal pelanggaran hak-hak ariak seperti

itu dapat dicegah (preventable violation on the rights of the child)

dengan terbangunnya sistem pengawasan penyelenggaran hak ariak

dan perlindungan ariak yang menjangkau setiap ariak of seluruh

daerah/wilayah pelosok NKRl dengan adanya kelembagaan Komisi

Perlindungan Ariak Indonesia termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah

di seluruh wilayah/daerah Indonesia yang sitstindependen;

c. tidak beadaulat dalam penyelenggaraan hak ariak dan perlindungan ariak

o1eh karena desain struktur kelembagaan dan substansi norma Pasa1 74

ayat(I) dan Pasa174 ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014 saling balentangan

sehingga mengurangi pengawasan penyelenggaraan hak ariak dan

perlindungan ariak.
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pelanggaran hak-hak ariak adalah kasus yang dapat dicegah (preventsble)

apabila adanya sistem pengawasan yang diembankan kepada Komisi

Perlindungan Ariak Daerah tersedia dan terbangun yang menjangkau seluruh

ariak Indonesia of seluruh wilayah/daerah.

pelanggaran hak-hak ariak tidak berhenti hanya menjadi kasus-kasus

personal individu ariak belaka, namun berakumulasi menjadi masalah Iuar

biasa pada kehilangan generasi (lost generation) akibat dari kekerasan

terhadap ariak yang menciderai badan (body), menghantam pikiran (minds),

dan jiwa (soufj ariak. Kerniskinan keluarga beadampak paling keras meinukul

ariak, termasuk prevalensi balita stunting 30,8% (Riset Kesehatan Dasar

(Riskesdas) tahun 2018). Artinya I (satu) dan 3 (tiga) ariak balita mengalami

stunted. Konsekuensijangka panjang dari stunting pada ariak usIa dini

bemengaruh pada kelangsungan hidup, pertumbuhan linear, perkembangan

kognitif, kernampuan belajar di sekolah, produktivitas dan be rat badan Iahir,

karena pengerdilan volume otak atau mengalami brain stunted sehingga

menjadi keadaan lost generation. Pelanggaran hak ariak yang

sesungguhnya dapat dicegah, tetap saia tenadi beresaldaritindakan atau

kebijakan negara yang meinbiarkan tenadi dan tidak mencegahnya dengan

mein bangun sistem kelembagaan pengawasan hak ariak.

cenderung pembiarkan pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak

berupaya secara sistemik mengatasi pelanggaran hak ariak yang dapat

dicegah (preventsble violation on the rights of the child) yang

disebabkan tidak adanya mekanisme "check and balances"terhadap

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan hak ariak dan perlindungan

ariak karena tidak adanya pengawasan Komisi Perlindungan Ariak Daerah

sebagaiinstitusi pengawasan apalagi dalam relasi negara, pasar dan civil

society yang meIemahkan hak-hak ariaklHAM;

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
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8. Bahwa ketentuan Pasa1 74 ayat(I) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang me inbentuk

Komisi Perlindungan Ariak Indonesia namun tidak termasuk Komisi Perlindungan

Ariak Daerah, dan terlebih lagi dengan penormaan Pasa1 74 ayat(2) UU Nomor
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35 Tahun 2014 yang meinbentuk Komisi Perlndungan Ariak Daerah dengan

karakteristik bemeda mendasar dengan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia,

yang mengakibatkan Iemahnya SIStem pengawasan hak ariak yang chiamin Pasal

28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945;

PERMOHONAN FENGUjlANMATERll,
UUNOMOR35TAHUN2014

19. Bahwa dalam hal apabila permohonan aquo mengabulkan pengujian Pasal

74 ayat(I) UU Nomor 35 Tahun 20.4 yang meinaknai Komisi Perlndungan

Ariak yang bersifat independen termasuk Komisi Perlindungan Ariak

Daerah, inaka adanya jaminan pemenuhan hak-hak ariak dan kepastian hukum

yang berkeadilan perlhal:

Adanya suatu sistem kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak

ariak dan perlindungan ariak yang efektif menialan kan amanat hak konstitusi

ariak bagi seluruh ariak (for alfj of seluruh pelosok wilayahldaerah NKRl;

Kepastian hukum sistem pengawasan penyelenggaraan hak ariak dan

perlindungan ariak dengan adanya Komisi Perlindungan Ariak Daerah

sebagai bagian dari organ kelembagaan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia

yang bukan Organ Pemerintah Daerah (OPD), walaupun UU Nomor35 Tahun

2014 menormakan pemerintah daerah meinbentuk dalam arti meinfasilitasi

terbentuknya Komisi Perlindungan Ariak Daerah;

Pemerintah daerah me in bentuk dan meinfasiltasi Komisi Perlindungan Ariak

Daerah analog dengan pemerintah daerah bertanggung jawab dan

berkewajiban sebaga inaria Pasa1 20, Pasa1 21 ayat(,), Pasa1 22 UU Nomor

35 Tahun 2014 yang mengacu pada kewajiban meinbentuk dan

me infosilitasi kelembagaan pengawasan itu merupakan kepatuhan pada

inaridat konstitusi Pasa1 28B ayat (2), Pasa1 281 ayat (4), dan Pasa1 280

ayat(,) UUD RITahun 1945.
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20. Bahwa dengan organ kelembagaan Komisi Perlindungan Ariak yang bersifat

independen termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah, inaka adanya jaminan

pemenuhan hak-hak ariak dan memastikan dapattercegahnya pelanggaran hak-

hak ariak. Dengan demikian hak-hak ariak terlindungi dengan organ kelembagaan
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Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang bersifatindependen termasuk Komisi

Perlindungan Ariak Daerah;

21. Bahwa berikut in I diuraikan mengapa Komisi Perlindungan Ariak Indonesia satu

kesatuan dengan Komisi Perlindungan Ariak Daerah:

(a) selain Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang bersifat independen

sebagai bentuk dan Konsekuensiinstitusi hak asasi inariusia riasional

(NatibnalHuman Rightlnstitutibn/NHRl), yang mencakup pula kelembagaan

of daerah yang dinormakan sebagai Komisi Perlindungan Ariak Daerah,

bukan dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun

bagian tidak terpisahkan dan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia

sebagai NHRl.

(by dalam meIaksanakan amat konstitusi Pasa1 28B ayat (2) UUD 1945 Jo.

Pasa1 281 ayat (4) UUD RI Tahun 1945, inaka hak konstitusionalitu

meinbutuhkan organ atau kelembagaan yang merealisasikannya

secara konkrit dalam berbangsa dan bemegara. Menurut Hans Kelsen,

"The State acts only through its organ" (Hans Kelsen, dalam Prof. Dr. Jimly

Asshiddiqie, S. H. ,"Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara

Pasca Reformasi", Seretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi, 2006, h. 40).

Bersesuaian dengan pendapat Prof, Dr. Saldilsra, S. H. bahwa ".. negara

adalah sesuatu yang abstrak, negara menjadi^ebih konkrit pada saat

digerakkan o1eh organ-organ negara, Kerika organ yang menggerakkan

negara dibiarkan bekeo;a daiam tatanan tidak balk sama saia dengan

meinbiarkan negara bereda daiam Iebakan sengkarut tak berkesudahan"

(Prof. Dr. Saldilsra, S. H, ,"Menata (Komisi) Negara", Kata Pengantardalam

Zainal Armn Mochtar, "Lembaga Negara Independen", Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2016, h. xii),

Pendapat Prof. Dr. Saldilsra, S. H, tersebut menguatkan alasan perlunya

menata kelembagaan pengawasan perlndungan ariak daiam suatu sistem

kelembagaan yang utuh dalam Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang

independen, termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah yang diwajibkan

>
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tersedia dengan norma Pasa1 74 ayat(I) dan ayat(2) UU Nomor 35 tahun

2014 yang menjamin, me Iindungi, pemajuan dan pemenuhan hak ariak-ariak

Indonesia yang mencakup seluruh pelosok daerah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Hak konstitusi ariak yang eksplisit dalam Pasa1 28B ayat(2) UUD 1945 sahih

dengan sistem kelembagaan yang Kuat sebagai NHRl, apalagi hak ariak

adalah HAM yang allamin pula dan menjadi hak konstitusi Pasa1 28 I ayat

(4) UUD 1945 yang berbunyi"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Sehingga Iembaga negara termasuk kekuasaan kehakiman -dalam halini

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi- sahih bertanggung jawab

torhadap HAM termasuk hak-hak ariak yang merupakan hak konstitusi dan

HAM pula. Hak konstitusi ariak itu bukan hanya bersifat aspiresional saia,

namun hak konstitusi yang hidup orving constitution)terlebih dana negara

yang supremasi konstitusi (supreme constitution) yang mendudukan

peranan Iembaga peradilan dalam pemajuan hak SOSial dan ekonomi yang

inheren setarikan nafas dalam hak-hak ariak. Hak ariak adalah konvergensi

antara hak sipil dan politik (civil and porn^al rights) dengan hak ekonomi,

SOSial dan budaya (economic, social and cultural rights).

Perkembangan pemikiran pemajuan keadilan SOSial dan perlindungan hak

SOSial ekonomi, mengemuka dalam forum "The ist International Expert

Meeting Constitutional Dialogue. ' The Role of the Judiciary to Promote SOSial

Justice-The Protection of SOCio-Economic Rights, Tangerang-Indonesia,

September 20th"21st, 2019", antara lain bahwa pengadilan tidak dapat

menghindar dari permasalahan perlindungan SOSial ekonomi yang dijamin

Konstitusi negara. Padahal, Konstitusi sangat in ungkin diekspresikan secara

Iuas (Robert French, inaritan Ketua Mahkamah Agung Australia). Kewajiban

negara atas realisasi hak dan peran pengawasan komite hak ekonomi, SOSial

dan budaya. Negara-negara anggota ICESCR wailb mengambillangkah-

langkah untuk memenuhi hak-hak ekonomi, SOSial, dan budaya, terutama

meIalui aturan perundang-undangan (Hennry Strydom daiam materI"The

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UUNOMOR35 TAHUN 201.4
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Role of Judiciary to Promote Social Justice. . The Protection of SOCio-

Economic Rights in Internatibal Law"). Selain itu, menurut Indu Malhotra,

hakim Mahkamah Agung India, bahwa haksosio-ekonomiadalah hak POSitif

yang pelaksanaannya perlu tindakan negara, sementara hak sipil dan politik

adalah hak negatif, dimana negara hanya perlu menghindari campurtangan

yang belebihan dalam kebebasan individu (vide Redaksi Malalah Konstitusi,

Nomor 152. Oktober 2019, "The 1st International Expert Meeting 20.9 -

Perlindungan SOSial Ekonomi Dalam Konstitusi", h. 15-17).

Pemikiran peran Iembaga peradilan dalam pemajuan keadilan SOSial dan

hak-hak SOSial ekonomi, adalah bersesuaian dan sudah dikukuhkan dalam

Konstitusitermasuk Pasa1 281 ayat (4) UUD 1945, seningga HAM bukan

hanya tanggung jawab negara terutama pemerintah, termasuk Iembaga-

Iembaga negara bidang kekuasaan kehakiman dan demikian pula Komisi

Perlindungan Ariak Indonesia yang beralasan dimaknai mencakup Komisi

Perlindungan Ariak Daerah,

01eh karena itu Komisi Perlndungan Ariak Indonesia satu kesatuan dengan

Komisi Perlindungan Ariak Daerah meinilikijustifikasi konstitusial dalam

me18ksanakan tanggungjawab atas HAM cq Hak Ariakyang merupakan hak

Konstitusi Pasa1 28B ayat (2) UUD 1945, sehingga beralasan mein bangun

sistem kelembagaan pengawasan yang satu kesatuan yang dinormakan

sebagai Komisi Perl'ridungan Ariak Indonesia yang in dependen daiam Pasal

74 ayat(,) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang dinji konstitusionalitasnya agar

dimaknai termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah, sehingga efektif

menjangkau pengawasan perlindungan ariak di seluruh pelosok daerah
Indonesia.

tugas pengawasan terhadap perlindungan ariak dan pemenuhan hak ariak

bukan urusan dan karenanya bukan tugas dan wewenang Pemerintah

inaupun Pemerintah Provinsi dan KabupatenlKota, o1eh karena:

. Secara eksplisit norma Pasa1 74 ayat(I) UU Nomor 35 Tahun 2014

menerakan norma pengawasan penyelenggaraan hak ariak sebagai

inaksud pembentukan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
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bersifatindependen, sehingga pengawasan penyelenggaraan hak ariak

bukan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan tetapi sebagai

mengkonfirmasisahihnya dan mengokohkan pentingnya kelembagaan

pengawasan perlindungan ariak dan hak ariak yakni Komisi

Perlindungan Ariak Indonesia -yang sebelumnya sudah dinormakan

dengan Pasa1 74 UU Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ariak,

Sehingga merupakan politik hukum dan meinbuktikan tidak ada

keraguan pembentuk Undang-undang dalam hal eksistensi

kelembagaan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia --yang inheren

dengan jaminan, perlindungan, pelaksanaan, pemajuan dan

pemenuhan HAM/hak ariak dan hak Konstitusi ariak Pasa1 28B ayat(2)
UUD 1945.

Secara eksplisit dinormakan sebagaitugas Komisi Reinndungan Ariak

Indonesia (vide Pasa! 76 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2014), bukan

tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang tersusun sebagai suatu

bagunan sistem norma dan kelembagaan yangjelas dan pastidalam UU

Nomor 35 Tahun 2014.

Pengawasan perlindungan ariak dan pemenuhan hak ariak tidak

termasuk urusan Pemerintah inaupun Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kata, sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, dalam Lampiran Huruf H. Pembagian

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ariak.

Apabila direliti dalam Sub Urusan Nomor 5. Pemenuhan Hak Ariak

(pHA), dan Nomor 6. Perlindungan Khusus Ariak, sama sekalitidak

diremukan norma, frasa, inaupun kata pengawasan perilndungan ariak.

01eh karena itu, pengawasan perlindungan ariaksebagaimana tugas

Komisi Perlindungan Ariak Indonesia (Pasa1 76 huruf a UU Nomor

35 Tahun 20.4) adalah orisinal dan sahih serta tidak bertabrakan

dengan urusan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah kabupaten/Kota yang sudah terbagihabis pada Lampiran

Urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga kedudukan Komisi
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Perlindungan Ariak Indonesia dan Komisi Perlindungan Ariak

Daerah, tidak meinilikilandasan dan justifikasi sebagai OPD dan

bukan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan karenanya sahih Komisi Perlindungan Ariak

daerah menjadi bagian dan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang

bersifatindependen dan bukan OPD. Selanjutnya, tidak ada landasan

bagi Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota

meIakukan pengawasan sebagaimana tugas Komisi Perlindungan

Ariak Indonesia dan Komisi Perlindungan Ariak Daerah sebab tidak

termasuk Sub Urusan Perlindungan Ariak yang sudah dirumuskan

jelas dan pasti dalam UU Nomor 23 Tahun 20.4.

Dalam hal adanya Iembaga dengan nomenklatur Komisi Perlndungan

Ariak Daerah, ataupun Iembaga lain yang seienis tidak beadasar apabila

dimaknai sebagai OPD dan meIaksanakan urusan Pemerintah Propinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebab tidak meiniliki dasar dalam

Lampiran Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Ariak dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

urusan

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

dalam hal hak ariak (rights of the child) yang secara universal dirumuskan

dalam United Nations^; Convention on the Rights of the Child(CRC)yang telah

pula diretifikasi o1eh Pemerintah Indonesia, bukan hanya penjumlahan norma

hak-hak ariak akan tetapi dimaksudkan pelaksanaannya secara terukur

dengan menyediakan kelembagaan atau komite yang menguji kernajuan

negara peserta daiam mengingatkan kernajuan realisasi kewajiban negara

dalam pelaksanaan CRC (examining the progress made by State Parties in

achi^ving the reali^atIbn of the obligation undertaken in the present

Convention), sebagaimana Pasa1 43 CRC (UNICEF, "Implementation

handbook for Convention on the Rights of the Child', NewYork, USA,

1998, p. 569).

Dengan demikian CRC sebagai Konvensiintemasional bukan hanya meinbuat

norma hak ariak namun memastikannya dengan kelembagaan atau komite
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menilai kernajuan pelaksanaan konvensi hak ariak. Analog dengan Pasa! 43

CRC inaka Indonesia sebagai negara peserta CRC beralasan meinbentuk

suatu komite pengawasan hak ariak yang dalam seiarah pedalarian kernajuan

pelaksanaan CRC allndonesia disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2002 dan

dibentuknya Komisi Pealndungan Ariak Indonesia. Termasuk memastikan

prinsip Iarangan diskriminasi(non discrimination) (Pasa1 2 ayat I CRC) yang

diambil allh menjadi Pasa1 2 UU Nomor 23 Tahun 2002, sehingga beratasan

apabila kelembagaan pengawasan hak ariak dan perlindungan ariak

mencakup seluruh ariak pada segenap pelosok daerah/wilayah NKRl, dengan

memastikan adanya dan dibentuknya kelembagaan pengawasan hak ariak di

daerah. Pentingnya kelembagaan untuk pengawasan atau monitor kernajuan

pelaksanaan hak ariak menjadi faktor terpenting daripada pembentukan

peraturan perundang-undangan hak ariak, dengan menciptakan lingkungan

riasional penegakan hak ariak (national environtment for enforcement),

dengan mengupayakan legislasi dan reformasi hukum (legislation and law

reform), dan pengawasan hak-hak ariak (monitoring children^; rights), Pada

banyak negara-negara di Asia Selatan telah meinbentuk Iembaga khusus

untuk mengurus permasalahan hak-hak ariak (have established special

agencies within the the administration to deal with children's ai^arts (Savitri

Goonesekere, "Children, Law and Justice-A South Asia Perspective",

UNICEF-SAGE PUBLICATIONS, New Delhi, 1998, p. 362). Dengan demikian

monitoring hak ariak dan pembentukan kelembagaan pengawasan hak ariak

adalah universal dan did asarkan pada instrumen HAM dalam haliniCRC yang

sudah merupakan hukum internasional yang diikuti bangsa-bangsa beredab di
dunia.

(g)Dalam perkembangan pelaksanaan CRC, negara-negara ASEAN telah

meinbentuk kelembagaan monitor hak ariak, dalam rangka meningkatkan

perundungan dan pemajuan hak-hakwanita dan ariakdiASEAN yakni ASEAN

Commission on The Promotion and Protection of the Rights of Women and

Children (ACWC). 01eh karena itu, berelasan apabila Indonesia meinilik

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
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kelembagaan pengawasan hak ariak dan perlindungan ariak yang kuat dan

menjangkau segenap ariak di pelosok daerah/wilayah NKRl

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN2014

22. Bahwa dengan alasan-alasan of atas, inaka sahih jika Pasa1 74 ayat(I) UU Nomor

35 Tahun 2014 yang me inbentuk Komisi Perlindungan Ariak Indonesia dimaknai

termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah;

23. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, inaka ketentuan Pasa1 74 ayat(I)

UU 35 Tahun 2014 yang betounyi"Doloin rangko meningkotkon ofektivitos

pengowoson penyelenggoroon pemenuhon Hok Anok, dengon Undong-Undong ini

dibentuk Komisi Perl^^dungon Anok Indonesio yong bersjfot independen", adalah

Konstitusional bersyarat dan tidak meinpunyai kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan "KomisiPerffndungonAnoklndonesio

termosuk Komisi Perlindungon Ariak Doerohyong bersjfot independen", sehingga

ketentuan Pasa1 74 ayat(,) UU 35 Tahun 20.4 mealadi betounyi sebagai berikut

"Damm rongko meningkotkon ofektivitos pengowoson penyelenggoroon pemenuhon

HokAnok, dengon Undong-Undong inidibentukKomisiPerfindungon Anok Indonesio

termosuk KomisiPerlindungon Anok Doerohyong bersjfotindependen";
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Permal alasan pengujian ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU No. 35 Tahun 2014

yang bertentangan dengan Pasa1 28B ayat(2), Pasa1 280 ayat(,), Pasa1 28 I

ayat(4) UUD RITahun 1945.

,,

24. Bahwa kelembagaan pengawasan pelaksanaan hak-hak ariak yang dibangun

dalam ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 dinormaKan

sebagaimana berikutini

"Do!Qin hol di^erlukon, Pemerintoh Doeroh dopot meinbentuk Komisi

Perl^^dungonAnokDoeroh otou Iembogo loinnyoyongsejenisuntukmendukung

pengowoson penyelenggoroon Perilndungon Anok didoeroh",
19
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25. Bahwa ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014 sepanjang frasa

"Damm holdi^erlukon", kata "dopot" dan frasa "atou Iembogo loinnyoyong s, ^I'enis"

merupakan norma yang tidak imperatif, tidak memberikan kepastian hukum sena

bersifat norma relatif (relatively norm) belaka norma pembentukan kelembagaan

pengawasan pelaksanaan hak ariak yakni Komisi Perlindungan Ariak Daerah;

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

26. Bahwa pengujian materil atas ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU Nomor 35 Tahun

2014 sepanjang frasa "Damm ho! di^erlukon", kata "dopot", dan frasa "otou

Iembogo loinnyoyong sei'enis" berkenan mengambil alih secara inutatis inutandi^

alasan-alasan dan daiil-dalil yang diajukan untok Pasa1 74 ayat (1) UU Nomor 35

Tahun 2014 sebagai bagian tidak ternisahan daripada alasan-alasan dan dalil-

da!il pengujian ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014

sebagaimana permohonan aquo;

27. Bahwa ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014 sepanjang frasa

"Dojom holdiperlukon", kata "dopot", dan frasa "atautombogo loinnyoyongsejenis",

yang dinormakan sedemikian telah mengakibatkan tidak adanya dan tidak

efektifnya infrastruktur pengawasan penyelenggaraan hak-hak ariak dilndonesia

yang telah secara eksplisit dijamin daiam Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945,

dimana hak-hak ariak merupakan hak Konstitusional dan ariak-ariak yang

merupakan rakyatlndonesia sebagai pemilik Constituent Power. Fakta-fakta

tidak terbangunnya sistem kelembagaan yang fungsional menjangkau seiuruh

ariak di yang berdiam of seluruh wilayahldaerah Indonesia atau segenap pelosok

daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRl). Keadaan sedemikan adalah

pengabaian, pengucilan, dan perbedaan perlakuan pada ariak-ariak Indonesia

dalam hal perlindungan hak-haknya.

TIM KUASA

HUKUM KPAl

& KPAD
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Halini menimbulkan risiko kegagalan perlindungan dan pemenuhan HAM cq,

hak-hak ariak dan meinbuka peluang pelanggaran hak ariak sebagai HAM dan

hak konstitusional karena tanpa sistem pengawasan. Halitu bentuk kegagalan

perlindungan dan pemenuhan HAM yang merupakan tanggung jawab negara,

to rutama pemerintah (vide Pasa1 281 ayat (4) UUD RI Tahun 1945). Kegagalan

:>
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perlindungan dan pemenuhan HAM akan mengancam demokrasi konstitusional

itu sendiri (Janedjri M. Gaffar, "Demokrasi Konstitusional- Prektik

Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945", Konstitusi Press,

2012);

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

28. Bahwa sistem kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak ariak inutlak

diperlukan sebagaiinfrastruktur hukum in heren pemenuhan hak ariak iru sendiri,

o1eh karena:

a. perlndungan ariak termasuk pengawasan hak-hak ariak dimaksudkan agar

tidak terlanggar hak-haknya dan tidak menjadi korban pelanggaran hak-hak

ariak yang dalam kasus Konkrit in uricul sebagai gizi buruk ariak, inalnutrisi,

stunting, yang menimbulkan generasi hilang (the lostgeneration),

b. kelompok ariak yang mein butuhkan perlindungan khusus (children's in need

of special protection) dapat dicegah apabila institusi pengawasan hak-hak

ariak yang menjangkau seluruh ariak yang beadiam of seluruh pelosok daerah
NKRl.

c. nihilnya mekanisme pengendalian dan pengawasan pemerintah dan

pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak ariak, misalnya

perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, keadaan gizi buruk Iuar biasa,

inalnutrisi yang berakibat buruk bagi ariak dalam iangka panjang sehingga

menimbu!kan lost generatibn.

d. tidak adanya kelembagaan of daerah yang mengawasi hak ariak yang

menjangkau seluruh ariak yang beadiam di seiuruh pelosok daerah NKRl

menjadi sebab adanya kelompok ariak yang kalah dan tersisih sehingga

pengabaian tanggung jawab negara atas hak ariak.

e. tidak adanya kelembagaan pengawasan hak ariak yang menjangkau seluruh

ariak (for airy of seluruh pelosok NKRl adalah diskriminasi perlindungan ariak,

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD
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29. Bahwa jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ariak sebagai HAM tidak

dapat dilakukan hanya secara personal dan hanya bersifat sporedis yang tidak

menjangkau seluruh ariak (for alfj, o1eh karena tindakan dan keadaan itu
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melanggar prinsip Iarangan non diskriminasi (non discrimination principle) yang

merupakan prinsip universal HAM;

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN201.4

30, Bahwa urgensisistem kelembagaan yang meIakukan pengawasan hak ariakaquo

untuk memastikan akuntabilitas (accountability) dan kekuasaan pemerintah cq.

eksekutif, sehingga kekuasaan eksekutif yang diberikan tanggung jawab utama

daiam HAM (vide Pasa1 281 ayat 4 UUD RI Tahun 1945), meinungkinkan

tern/ujudnya penyelenggaraan hak ariak yang terkontrol, daiam aru untuk

memastikan pemenuhan hak-hak ariak bagi setiap ariak (for all) semenjak awal

ariak menjadiwarga negara dan subyek hukum.

Adanya sistem kelembagaan pengawasan perlindungan ariak dengan adanya

Komisi Perlndungan Ariak Daerah justru memudahkan kekuasaan pemerintah

menialankan tanggung jawab dan kewajiban konstitusionalnya atas Pasa1 28B

ayat(2) dan Pasa1 281 ayat(4) UUD RI Tahun 1945;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

31. Bahwa o1eh karena itu pentingnya pengawasan atas penyelenggaraan hak ariak

yang merupakan HAM dan hak konstitusi yang perlindungan, pemenuhan,

pelaksanaan, dan pemajuannya merupakan tanggung jawab Negara dalam

konteks bemegara (vine Pasa1 281 ayat (4) UUD RI Tahun 1945), tidak bisa

sendiri-sendiri, atau sporadis dan tidak menjangkau seluruh ariak,

terstruktur dan menjangkau seluruh ariak dengan kelembagaan yang pasti dan

bekeria efektif mengawal penyelenggaraan hak ariak bagi seluruh ariak

Indonesia. Dengan kekuasaan yang meIekat dan diberikan kepada negara

beadasarkan kontrak SOSial, inaka negara memillki kewajiban dan tanggung jawab

me jindungi warga negara bahkan setiap oreng atas segenap hak konstitusi, HAM

termasuk hak ariak dengan tindakan prestasi POSitif (positive prestotie),

,

D

D
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D

32. Bahwa dalam hal pemenuhan hak ariak sebagai HAM termasuk pengawasan

penyelenggaraan hak ariak, sudah merupakan sistem dan model yang universal

dengan dibentuknya komisi-komisi HAM termasuk hak ariak, yang menegaskan

namun
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pentingnya kelembagaan pengawasan penyelenggaraaan hak ariak. 01eh karena

itu kelembagaan pengawasan hak ariak menjadi elemen penting dalam

perlindungan hak ariak sebagai HAM yang diakui universal sebagailembaga

riasional HAM (national human rights institution);

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35TAHUN 201.4

33. Bahwa pengakuan dan keberadaan Iembaga yang meIakukan pengawasan

penyelenggaraan pemenuhan hak ariak merupakan bagian tidak terpisahkan dart

matra penghargaan, pengormatan, perundungan, penegakan, pemenuhan

pemajuan hak ariak sebagai hak asasi inariusia. Terlebih lagiterhadap ariak yang

me iniliki hak ariak (rights of the child) mein butuhkan perlindungan khusus karena

ariak-ariak adalah kelompok rentan (vulnerable group) yang tubuhnya sedang

dalam pertumbuhan dan jiwanya dalam masa perkembangan yang tidak bisa

ditunda dan diulang sebagai masa kanak-kanak (childhood), dan karenanya

meinbutuhkan panduan (guidelihes) dan arehan (direction) yang merupakan

bentuk perlindungan oreng dewasa termasuk negara dan terutama pemerintah

termasuk pemerintah daerah. 01eh karena itu berelasan apabila diakuijaminan

perlindungan ariak dalam Konstitusi UUD RI Tahun 1945;

TIM KUASA
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34. Bahwa pentingnya kelembagaan pengawasan pemyelenggaran hak ariak yang

diakui dengan UU No. 35 Tahun 2014 dengan meinbentuk KPAl merupakan

kernajuan dalam pengawasan penyelenggaraan hak ariak dindonesia. Dalam

tiori hukum dikenal adanya sistem hukum yang tidak hanya mengakui HAM

(human rights) namun pentingnya kelembagaan dalam pengakan norma hukum.

Kelembagaan merupakan unsuryang paling penting dalam me mastikan efektifitas

pelaksanaan norma Undang-undang. Norma Undang-undang yang merupakan

substansi hukum (legal substance) meinbutuhkan kelembagan hukum (legal

structure) untuk menerapkan dan menegakKannya;

o

t)

o

o

o

35. Bahwa tersedianya kelembagaan pengawasan hak ariak of daerah dalam bentuk

Komisi Perlindungan Ariak Daerah merupakan tanggung jawab dan kewajiban

konstitusional, dan karenanya pembentukan kelembagaan Komisi Perlindungan



)

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

D

>

D

>

>

I>

>

>

>

D

>

I>

>

I^

19

D

D

o

:>

L)

:)

I)

D

Ariak Daerah bukan saia alasan kebutuhan pemerintah daerah, namun berasal

dari inaridat konstitusi Pasa1 28B ayat(2) dan Pasa1 281 ayat(4) UUD RI Tahun

1945 yang tidak bisa disingkirkan dengan alasan-alasan subyektif dan

pertimbangan lainnya, yang bersesuaian pula dengan prinsip kepentingan teraik

bagi ariak (the bestinterest of the child) sebagai pertimbangan paling puncak dari

pertimbanan lain (paremount consideration);

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35TAHUN 201.4

36. Bahwa tidak adanya Komisi Perlindungan Ariak Daerah untuk menjangkau

seluruh ariak (for ally mengakibatkan tidak adanya pengawasan mencegah

pelanggaraan hak-hak ariak di setiap daerah. Kondisiini mengakibatkan

tertundanya keadilan (denied of justibe is delayed of justice) yang berent

pelanggaran hak-hak analdHAM yang chiamin konstitusi;

37. Bahwa urgensi kelembagaan Komisi Perilndungan Ariak Daerah yang satu

kesatuan dengan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia, yang diwajibkan bagi

daerah untuk menjangkau segemap ariak dipelosok daerah/wilayah NKRl, sama

sekalitidak turnpang tindih dengan urusan dan kelembagaan daerah ataupun

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang perlindungan ariak, o1eh karena

Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang bersifat independen sebagai bentuk

dan Konsekwensiinstitusi hak asasi inariusia riasional(National Human Right

Institutibn/NHRl), bukan OPD dan tidak me18ksanakan urusan wajib daerah dan

tidak mencakup tugas pokok dan fungsi OPD;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

38. Bahwa Komisi Perlindungan Ariak Indonesia sebagai NHRltermasuk Komisi

Perlindungan Ariak Daerah menialan kan tugas yang dimandatkan UU Noor 35

Tahun 2014 Pasa1 74 ayat (1) Jo. Pasa1 76 adalah dalam tanggung jawab

meIaksanakan amnaat konstitusi Pasa1 28B ayat(2) UUD 1945 Jo. Pasa1 28 I ayat

(4) UUD RI Tahun 1945, yang merupakan hak konstitusional yang dikonkritkan

dengan kelembagaan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia termasuk Komisi

Perlindungan Ariak Daerah. Merujuk Hans Kelsen, "The State acts only through

its organ". Hal inaria bersesuaian dengan pendapat Prof. Dr. Saldilsra, S. H.

bahwa ".. negara adalah sesuatuyang abstrak, negara menj:aid^^ebih konkretpada
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saat di^erakkan o1eh organ-organ negara. Ketika organ yang menggerakkan

negara dihiarkan bekeo'a dalam tatanan tidak baiksama saja dengan meinbiarkan

negara befada dalamjebakan sengkaruttak berkesudahan".

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

39. Bahwa hak Konstitusi ariak yang eksplisit dalam Pasa1 28B ayat (2) UUD 1945

sahih dengan sistem kelembagaan yang Kuat sebagai NHRl, apalagi hak ariak

adalah HAM yang chiamin pula dan menjadi hak konstitusi Pasa1 28 I ayat(4) UUD

1945 yang betounyi"Perl^^dungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Sehingga berelasan

apabila Iembaga negara kekuasaan kehakiman beltanggung jawab terhadap

HAM termasuk hak-hak ariak yang merupakan hak Konstitusi dan HAM pula.

Dengan mengokohkan kelembagaan Komisi Perlndungan Ariak Indonesia

termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah adalah mengupayakan hak

Konstitusi ariak menjadi konstitusi yang hidup (living constitutibn), apalagi ariak

yang satu-satunya Keiompok rentan (vulnerable group) yang secara eksplisit dan

khusus diterakan daiam Pasa1 28B ayat(2) UUD 1945.

TIM KUASA

HUKUM KPAl
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40. Bahw hak ariak sebagai bagian dan hak eskonomi dan SOSial budaya menjadi

perhatian dalam pemenuhannya bukan saia karena kelompok tentan namun

karena HAM/hak ariak menjadi bagian dan tanggungjaawab Iembaga peradilan/

kekuasaan kehakiman yang bersesuaian dengan Pasa1 281 ayat (4) UUD Rl
Tahun 1945.

Bahwa hak-hak ariak sebagaimana HAM dan hak konstitusitidak boleh dihambat

dan menga!ami diskriminasi pada setiap ariak dan setiap Ienhkal pelosok

darrah/wilatah NKRl, in aka Komisi Perlindungan Ariak Indonesia diwajibkan satu

kesatuan dengan Komisi Perundungan Ariak Daerah adalah meinilikijustifikasi

konstitusial Pasa1 28B ayat(2), Pasa1 280 ayat(I), dan Pasa1 281 ayat(4) UUD
1945.D

o

L)

42. Bahwa tugas Komisi Perlindungan Ariak Indonesia (vide Pasa1 76 huruf a UU

Nomor 35 Tahun 2014), bukan tugas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan
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Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena pengawasan penyelenggaraan hak ariak

dan perlindungan ariak tidak termasuk urusan Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota (vide UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, dalam Lampiran Huruf H. Pembagian Urusan Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ariak). Sub Urusan Nomor 5.

Pemenuhan Hak Ariak (pHA), dan Nomor 6. Perlindungan Khusus Ariak, sama

sekalitidak ditemukan norma, frasa, inaupun kata pengawasan perlindungan

ariak, sehingga pengawasan penyelenggaraan hak ariak dan perlindungan ariak

sebagai matsud dibentuknya Komisi Perlindungan Ariak Indonesia termasuk

Komisi Perlndungan Ariak Daerah (vide Pasa1 74 ayat (1) UU Nomor 35

Tahun 2014), dan ditegaskan lagidalam Pasa176 hurufa UU Nomor35 Tahun

20.4) adalah orisinal dan sahih tugas Komisi Pealndungan Ariak Indonesia

termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah. 01eh karena itu tidak

bertabrakan dengan urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Lampiran Urusan dalam UU Nomor 23

Tahun 2014.

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4
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43. Bahwa kedudukan Komisi Perlndungan Ariak Indonesia dan Komisi

Perlindungan Ariak Daerah sebagai bagian dari NHRl, sehingga bukan OPD
dan tidak meIaksanakan urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota. 01eh karena itu, tidak ada landasan bagi Pemerintah

Provinsi ataupun Pemerintah KabupatenlKota meIakukan pengawasan

penyelenggaraan hak ariak dan perlindungan ariak, sebab tidak termasuk Sub

Urusan Perundungan Ariak yang sudah dirumuskan jelas dan pasti daiam UU

Nomor 23 Tahun 2014.

Penhal Frasa "Dabm baldiperlukan" dalam ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU No.
35 Tahun 20.4.

44. Bahwa frasa "Dejam haldiperlukan" dalam ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU No. 35

Tahun 2014 tidak bersifatimperatif, menjadi penghambat kepastian hukum yang

dijamin UUD RI Tahun 1945 Pasa1 28B ayat(2) Jo. Pasa1 280 ayat(I) Jo. Pasal
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281 ayat (4), sehingga menjadi hambatan pemenuhan hak analdHAM dan

kegagalan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional ariak;

PERMOHONAN FENGUllAN MATERIL
UU NOMOR 35 TAHUN20, .4-

45. Bahwa frasa "Daiam haldiperlukan" dalam Pasa1 74 ayat (2) UU No. 35 Tahun

2014 mengandung kekeliruan paradigmatik dalam pemahaman dan konstruksi

hukumyang menganggap bahwa HAMcq hakanakadalah pemberian pemerintah

dan berasal dan pemerintah serta menganggap hak ariak seperti halnya

kebutuhan (needs) ariak atas komoditas/benda tertentu. Kekeliruan paradigmatik

itu analog dengan asumsi hak ariak adalah permintaan belas kasihan ariak-ariak

atas kebutuhannya, padahal Konsepsi HAM cq. hak ariak bukan pemberian

pemerintah dan pemerintah daerah, namun hak ariak adalah anugerah Tuhan

Yang Maha Esa yang inheren sebagai kodrati inariusia yang menjaditanggung

jawab negara cq. pemerintah untok menjamin, meIindungi, memaiukan, dan

memenuhinya;

TIM KUASA
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46. Bahwa penggunaan frasa "Daiam hal diperlukan" aquo meinpunyai kekeliruan

fatal yang mendasar dan be nantangan secara prtnsipil dengan Pasa1 28B ayat

(2), Pasa1 280 ayat(,) dan Pasa1 28 I ayat(4) UUD RI Tahun 1945, o1eh karena

mengangap HAM cq. hak-hak ariak berasal dan pemberian dan kebaikan hati

negara cq pemerintah yang berani memberikan kebutuhan atas HAM cq hak-hak

ariak. Seiurus pula dengan menegasikan tanggung jawab Konstitusioal negara

delam pemenuhan hak konstisional ariak sesuai Pasa1 28B ayat(2) UUD 1945;

47. Bahwa frasa "Daiam hal diperlukan" aquo mengandung kekeliruan paradigmatik

terhadap konstitusionalitas hak ariak karena frasa tersebut dibangun dengan

menggunakan relasi pasar (market) karena perlindungan, pengawasan,

pemenuhan hak ariak -dengan institusionalisasi Komisi Perlindungan Ariak

Daerah- dinormakan hanya diberikan apabila diperlukan pemerintah daerah.

Jika kapasitas dan kesanggupan fiskal pemerintah daerah yang dipergunakan

sebagai alasan yang klise dan menegasikan konstitusionalitas hak ariak, inaka

frasa tersebut mengandung kekeliruan mendasar dan prtnsipil dalam berkonstitusi

o

o

o

C)

o
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dan tindakan diskriminasi atas jaminan HAM cq. hak ariak. Jika merujuk Pasal

28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 secara eksplisit mengakui hak ariak atas

kelangsungan hidup, turnbuh, dan berkembang serta berhak atas perundungan

dan kekerasan dan diskriminasi tidak bisa ditoleransi ataupun dikurangi. Hak

kelangsungan hidup (survival right) adalah analog dengan hak hidup (ri^htto life)

yang diakui sebagai hak konstitusional Pasa1 28A UUD 1945. Dengan demikian

frasa "Daiam hal di^erlukan" dalam Pasa1 74 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014

balentangan dengan Pasa1 28A dan Pasa128B ayat(2) UUD RI Tahun 1945;

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35TAHUN 201.4

48. Bahwa frasa "Dalam hal d!permkan" dalam Pasa1 74 ayat(2) UU No. 35 Tahun

2014 secara normatif merupakan pengakuan adanya pembedaan hak ariak yang

merupakan norma diskriminatif sehingga ketentuan aquo bertentangan dengan

konstitusi hak ariak Pasa1 28B ayat (2) Jo. Pasa1 280 ayat (1) Jo, Pasa1 281 ayat

(4) UUD RI Tahun 1945;

TIM KUASA

HUKUM KPAl
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49. Bahwa frasa "Dalam haldibutuhkan" dan kata "dapat' pada ketentuan Pasa1 74

ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk pembatasan dan

pengurangan HAM cq. hak ariak, padahal hak ariak tidak terpisahkan dari

pengawasan HAM itu sendiri. Adanya pembatasan pengawasan hak ariak adalah

pengurangan hak ariak itu sendiri.

a. frasa "Daiam haldi^erlukan" dan kata "dapat' merupakan kekeliruan dalam

meinahami KPAl sebagailembaga HAM atau NHRl yang bukan institusi

pemerintah (eksekutif). Pembentukan Komisi Perlindungan Ariak Daerah

tidak benar dalam kepentingan eksekutif dan pendekatan pemerintah

(executive approach) akan tetapi pendekatan berbasis hak ariak (child rights

based approach).

b. kelembagaan pengawasan pelaksanaan hak-hak ariak itu dibentuk bukan

berdasarkan pendekatan program dan kebutuhan pemerintah akan tetapi

berbasis jaminan HAM dalam halini hak ariak (child rights based approach).

Keliru Iika hak-hak ariak dipenuhi karena kehendak subyektif-teknokratis

apalagi dengan dalih kernampuan fiskal pemerintah daerah, halltu berarti

o
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o
I

ill
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pengabaian dan pengurangan bahkan kesewenang-wenangan terhadap

jaminan HAM yang diamanatkan Konstitusi. Mutlaknya jaminan HAM cq. hak

ariak daiam negara hukum yang demokratis in aka tidak beralasan dikurangi

dan diabaikan karena merupakan inaridat Konstitusi Pasa1 28B ayat (2) Jo.

Pasa1 281 ayat(4) UUD RI Tahun 1945;

pemenuhan HAM yang dibatasi dengan kernampuan fiskal

pemerintah/pemerintah daerah merupakan pencideraan jaminan HAM cq,

hak-hak ariak yang merupakan inaridat konstitusional, dan kebijakan negara

cq, pemerintah sedemikian tenerumus pada tindakan yang betoasiskan

mekanisme pasar yang mengalahkan jaminan HAM dalam relasi yang

timpang antara negara, pasar dan civil society. Analog dengan hak

pendidikan, inaka hak-hak ariak adalah tidak berbasis kepada pendekatan

fiskal belaka namun pendekatan HAM;

d. pengawasan pelaksanaan hak"hak ariak adalah sistem hukum riasional dan

manifestasi kedaulatan hukum dalam negara hukum yang demokratis (Pasal

I ayat (2) UUD RI Tahun 1945), wujud kedaulatan rakyat (Pasal I ayat (3)

UUD RI Tahun 1945, dan supremasi konstitusi yang menjamin HAM cq. hak-

hak ariak (Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945). Karena itu, pengawasan

pelaksanaan hak-hak ariak adalah sebangun dengan sistem hukum riasional

dan sistem terintegrasi penegakan hukum. Insttusi penegakan hukum,

misalnya Kepolisian Republik Indonesia (POITi) sebagailembaga penegakan

hukum dalam rangka integrated criminalJustice system yang musti ada dan

tersedia serta menjangkau seiuruh wilayah hukum Indonesia, karena musti

memastikan penegakan hukum pidana bedalan. Dengan analogiitu, inaka

KPAl dengan Komisi Perlindungan Ariak Daerah yang tidak tersedia di daerah

delam wilayah hukum Indonesia sehingga tidak menjangkau pelaksanaan

hak-hak ariak of seluruh ariak Indonesia. Tamsilnya, tenadilah daerah atau

wilayah hukum atau titik tenentu yang kosong (blind spot) dari pelaksanaan

hak-hak ariak dan pengawasan pelaksanaan hak-hak ariak, sehingga tidak

terkoneksi dengan sistem kelembagaan dan laininan pemenuhan hak-hak

ariak yang merupakan inaridat konstitusi;

PERMOllONAN FENGUjlAN MATERIL
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Sebab itu, keliru dan tidak beadasar apabila ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU

Nomor 35 Tahun 2014 dinormakan dengan cara pandang pendekatan

pemerintah daerah. Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang bersifat

independen itu dalam tata pemerintahan allndonesia tempatnya dan in aksud

pembentukannya sebagai NHRl bukan merupakan pendelegasian wewenang

eksekutif. Tugas dan kewenangan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia

demikian pula Komisi Perlindungan Ariak Daerah bukan beresal dari atau

sebagai"agency' kekuasaan eksekutif yang behindak seakan sebagai

"principal'-nya;

f. Kedudukan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia dan termasuk Komisi

Perlindungan Ariak Daerah adalah bersifat independen yang bukan

merupakan perpanjangan organ eksekutif, akan tetapi sebagai NHRl yang

bebas dariintervensi eksekutif danlatau legislatif, bahkan menialan kan fungsi

check and balances kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan

hak-hak ariak yang merupakan inaridat konstitusi;

g. Komisi Perlindungan Ariak Indonesia sebagai NHRl berersiran dengan fungsi

dan peran penegakan hukum cq. hak ariak yang dinormakan dalam Undang-

undang, utamanya UU Nomor 35 Tahun 2004 Jo. UU Nomor23 Tahun 2002.

Komisi Rewindungan Ariak Indonesia Komisi Perlindungan Ariak Indonesia

bertugas termasuk menerima laporan pengaduan pelanggaran hak-hak ariak

(vide Pasa176 hurufa UU Nomor 35 Tahun 2014) yang analog dengan fungsi

dan tugas Polri dalam penegakan hukum Pro Justisia, inaka Komisi

Perlindungan Ariak Indonesia beralasan menjangkau seiuruh pelosok wilayah

hukum NKRl. Sebab secara prosedural formal inaupun materill, KPAl

menerima laporan pengaduan masyarakat, mediasi, meinbuat laporan

kepada pihak belwenang sehingga secara substantif meIakukan fungsi

penegakan hukum;

h. Kelembagaan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia meinilikiindependensi

organisatoris inaupun fungsional dalam meinbentuk kelembagaan Komisi

Perlindungan Ariak Daerah, sehingga tidak berelasan jika dihalangi o1eh

pemerintah daerah dengan beadalih kesanggupan fiskal pemerintah daerah.
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Maksud asli pembentukan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia sebagai

NHRl seialan dengan politik hukum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Ariak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 dan ikhtiar harmonisasi

Konvensi PBB tentang Hak Ariak (KHA) yang sudah diratifikasi Pemerintah
Indonesia.

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

01eh karena itu, bentuk dan karakter kelembagaan Komisi Perundungan Ariak

Indonesia sebagai representasi masyarakat sipil mengacu kepada prinsip-

prinsip kelembagaan HAM yang universal, termasuk "Prinsip Paris" yang

dikenal dengan Principles Relatihg to the the Status of Natibnallnst^jut!bn

(Paris Principles) yang disetujui Maielis Urnum PBB tahun 1993;

50. Bahwa pentingnya pengawasan perlndungan ariak adalah bagian dan

memastikan hak-hak ariak dilaksanakan untuk menjaga Keiangsungan kehidupan

generasi yang unggul meinbangun peradaban inariusia, yang tak lain beresal

sebagai morivasitransendental dan ikhtiar inulia sebagaimana dipetik dariteladan

Siti Hajar yang terus beriktiar meIakukan Ian-Ian kecil sebanyak 7 kali dari buk't

Safa ke Manna demi perlindungan ariaknya bayilsmail yang kehausan, yang

dengan kegigihan dan ketaatan Siti Hajar be rekhir dengan terbitnya air zam-zam

di sekitar Ka'bah kota Mekah yang kiranya menjaditeladan perlindungan ariak Siti

Hajar kepada bayilsmail. Kiranya tanggung jawab dan ikhtiar konstitusional

perlindungan ariak ini adalah bagian penting dan meinbangun peradaban

kernanusiaan dan keadaban inakhluk inariusia. Penyair Kahil Gibran menyebutkan

ariak sebagai"putra putri kehidupan" yang siap melesat melampaui sang zaman,

dan karenanya diperlukan "busur" dalam bentuk kebijakan regulasi, dan hak

Konstitusional yang menjamin perilndungan ariak.

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

Perihal kata "dapaf' dalam ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU No. 35 Tahun 20.4.

51. Bahwa kata "dapat' dalam ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014

tidak bersifat imperatif, bersifat norma relatif (relatively norm) serta tidak

menciptakan kepastian hukum karena bisa "ada" bisa "tidak ada" pemenuhan hak
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ariak. Kata "dapaf' dalam Pasa1 74 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 semakin

merugikan hakanak karenatidakadanya kepastian hukum pada kelompokrentan

(vulnerable group) yang justru meinbutuhkan perlindungan khusus dalam

kesulitan khusus sehingga dengan sadar dijamin dalam Pasa1 28B ayat(2) Uuo

RI Tahun 1945 Jo. Pasa1 281 ayat(4) UUD RI Tahun 1945.

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

52. Bahwa selanjutnya kata "dapat' dalam kalentuan Pasa1 74 ayat (2) UU No. 35

Tahun 2014 adalah tidak bersifatimperatif, dan bersifat norma relatif (relatively

norm) sehingga kata "dapat" kua-normatif menghambat perlindungan ariak dan

tidak adanya kepastian hukum yang berkeadilan yang chiamin Pasa1 280 ayat(,)

UUD 1945.
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Selain itu, ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 mengandung

kekeliruan dalam konsep hukum yang menganggap KPAl sebagai organ

pemerintah/eksekutif bukan Iembaga riasional HAM (national human rights

institutionINHRl) karena dapat dibentuk apabila dipandang perlu pemerintah

daerah, sehingga perumusan norma sedemikian tidak menjamin HAM/hak ariak.

Kelembagaan pengawasan hak ariak tak terpisahkan dan hak ariak itu sendiri

sehingga adanya norma yang mengeliminasi pengawasan hak ariak of daerah

karena Komisi Perlindungan Ariak Daerah yang dinormakan hanya dibentuk

apabila dibutuhkan pemerintah daerah, adalah bertentangan dengan jaminan

HAM dan UUD RI Tahun 1945 Pasa1 28B ayat (2) Jo. Pasa1 28 D ayat (1), Jo.

Pasa1 281 ayat(4);

Tli\!I KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

53. Bahwa kata "dapaf' dalam ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014

tidak Konsisten dengan in aksud asli dan tafsir SIStematis norma-norma UU No. 35

Tahun 2014 yang mengaturtanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah

dalam pemenuhan hak-hak ariak, sebagaimana ketentuan ber kut ini:

a. Pasa1 20 yang betbunyi:"Negoro, Pemerintoh, Pemerintoh Doeroh, Mo^yorekot,

Ke!uor;90, don Orong Tuo otou 1110/1 berkewoj'Ibon don bertonggung jawob

techodop penyelenggoroon Perl^^dungonAnok'.
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Pasa1 21 ayat(I) yang berbunyi: "Ne90ro, Pemerintoh, don Pemerintoh Doeroh

berkewoj'ibon don bertonggungjowob menghormotipemenuhon HokAnok tonpo

meinbedokon suku, o90mo, ros, 9010ngon, I'eniske!amin, etnik, budoyo don bohoso,

status hukum, uruton kelohiron, don kondi^117sik don/atou meritol'I

Pasa1 22 yang berbunyi: "Negoro, Pemerintoh, don Pemerintoh Doeroh

berkewoj'ibon don bertonggung}'owob memberikon dukungon sorono, prosorono,

don ketersedioon sumber doyo moriusio doloin penyelenggoroon Perlindungon

Ariak. "

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN201.4

54. Bahwa dengan pemahaman SIStem menyeluruh atas norma-norma UU Nomor35

Tahun 2014 yang secara eksplisit menggunakan frasa "Negara, Pemerintah, dan

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab". 01eh karena itu

legal reasoning yang menjadi bagian dan tafsir sistematis atas sistem hukum

yang menyeluruh dan inaksud asli UU No. 35 Tahun 20.4 yang mein bentuk

Komisi Perlindungan Ariak Daerah adalah merupakan kewajiban dan

tanggung jawab negara termasuk pemerintah, dan pemerintah daerah,

Sebaliknya, bukan hanya dapat dibentuk dalam hal apab!Ia dibutuhkan

pemerintah daerah. Tafsir sistematis sedemikian itu meinilikilandasan teoritis

yang kokoh bahwa satu norma hukum meiniliki validitas apabila menjadi

bagian dan suatu sistem norma yang konsisten sebagai satu kesatuan. "A

norm must be part of a system of norms. The system must be efficacious".(Prof.

Han Chand, "Modern Jurisprudence"^ritemat^^nal Law Book Services, Kuala

Lumpur, 1994, h. 93);

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

55.8ahwa suatu norma hukum yang tidak Konsisten dengan sistem norma yang

terkandung di dalamnya, adalah norma yang tidak meiniliki validitas (validity)

sehingga merusak sistem hukum itu sendiri dan bahkan melanggar konstitusi atas

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adjl(vide Pasa1 280 ayat (1)

UUD 1945);o
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56. Bahwa dengan demikian, keliru dan tidak konstitusionaljika pembentukan

kelembagaan komisi perlindungan ariak Indonesia daerah menyimpang dan

inaksud asli dan prtnsip dasar serta tafsir sistematis dan UU Nomor 35 Tahun

2014, sebagaimana tenuang dalam ketentuan Pasa174 ayat(2) UU No. 35 Tahun

2014 yang menggunakan kata "dapaf', sehingga kata "dapaf' aquo bertentangan

dengan UUD R! Tahun 1945 Pasa1 288 ayat (2) Jo. Pasa1 280 ayat (1) J0, 281

ayat (4);

PERMOHONAN PENGUjlAN MATl:RIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

57. Bahwa adanya ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 aquo

dipergunakan sebagai alasan pemerintah daerah meIakukan tindakan sewenang-

wenang dan melanggar Undang-undang dengan meinbuat kebijakan yang

menimbulkan pelemahan bahkan pembubaran Iembaga Komisi Perlindungan

Ariak Daerah, seperti KPAID Propinsi Sumatera Utara. Keadaan itu merupakan

kernunduran dan bahkan kegagalan perlindungan ariak, yang dalam diskursus

itinu hukum konstitusi seperti menguliti dan menyayat-nyayat dagingnya sendiri

-dengan meminiam istilah yang dikemukakan pakar hukum Prof. Dr. Laica

Marzuki, S. H. -- Iika menelaah dan "tubuh" ketentuan UU No. 35 Tahun 2014

Pasa1 74 ayat(2) dibandingkan dengan Pasa1 20, Pasa1 21, Pasa1 22. Keadaan

yang sedemikian menegasikan Pasa1 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang

diterakan dalam Konstitusi agar perlindungan dan pemenuhan hak ariak dengan

tindakan berkemajuan dan realisasi penuh (progresive!y and fullrealization);

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

58. Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum dalam hal kelembagaan

pengawasan penyelenggaraan hak ariak berimplikasi pada ketidakpastian dan

pengabaian penyelenggaraan pemenuhan hak-hak ariak yang chiamin UUD Rl

Tahun 1945 Pasa1 28B ayat(2), Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya

hak ariak terutama di daerah-daerah yang bahkan tidak ada daerah yang tidak

mengalami permasalahan Krusiai dan serius dalam hal pemenuhan hak ariak,

termasuk stunting, kekerasan, eksploitasi, dan bentuk-bentuk pelanggaran hak

ariak lainnya sebagaimana terbukti dalam laporan Komisi Perlindungan Ariak

Indonesia, dan tidak adanya saluran dalam perundungan dan pengawasan hak

o
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ariak di daerah termasuk saluran untuk mencegah kekerasan/pelanggaran hak

ariak (preventable violence on the rights of the child) tBukti P-, 81.

59. Bahwa keadaan perlindungan ariak dilndonesia meinbutuhkan organ

kelembagaan yang me!akukan pengawasan agar perlindungan ariak dapat

ditingkatkan secara optimal dengan upaya Iuar bisa (extraordrnary effort), bukan

hanya techadap masalah perlndungan khusus kepada ariak, namun keadaan

krisis atau kedaruratan yang mengancam ariak-ariak. Termasuk pula penting

mengupayakan pengawasan secara massif agar pemerintah dan pemerintah

daerah dan keluarga dapat menialan kan peran masing-masing, ditengah situasi

indeks ketahanan keluarga allndonesia yang masih rendah, masih tingginya

stunting ariak, dan kasus-kasus ariak yang mein butuhkan perlindungan khusus

bertambah balk kualitas inaupun frekuensi kuantitas, sebagaimana pengaduan

yang disampaikan dan laporan evaluasi Komisi Perlindungan Ariak Indonesia,

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN2014

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

Kerentanan keluarga merupakan salah satu pemicu tenadinya prektek

pelanggaran hak-hak pengasuhan ariak. Berdasarkan laporan pengaduan KPAl

daritahun 2011 sampai dengan Desember 2019 telah tenadi sebanyak 7,047

kasus pelanggaran hak pengasuhan ariak, dengan bentuk pelanggaran berupa

perebutan hak asuh ariak, pelarangan akses bertemu salah satu atau kedua oreng

tua, ariak korban penelantaran ekonomi, ariak kotoan penelantaran orang tua,

ariak hilang dan ariak kotoan penculikan o1eh keluarga (child abductibn).
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60. Bahwa dengan kondisi perlindungan ariak dan ketahanan keluarga dari warga

Indonesa yang masih rendah, inaka keadaan ini mein butuhkan upaya senus dan

kebijakan Iuar biasa dalam hal perlndungan ariak. Hampir serupa hal dan

kondisinya dengan ketertinggalan daiam hal pendidikan ariak dan Universal

Health Coverage (UHC) ya g meinbutuhk upaya Iuar biasa, inaka dalam hal

perlindungan ariak meinbutuhkan tindaKan besar dan optimal guna mewujudkan

konstitusi hak ariak Pasa1 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menjadi

Konstitusi yang hidup (living constitutibn) dalam hal hak-hak Konstitusional ariak

yang bukan hanya dokumen aspiresional bemegara;

I^^-
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. Bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam hal kelembagaan pengawasan

penyelenggaraan hak-hak ariak of daerah-daerah, bukan saia berimplikasi

kepada ariak-ariak namun diperkirakan permasalahan perlindungan ariak sebagai

kewajiban Konstitusional negara terutama pemerintah dan termasuk pemerintah

daerah menjadi semakin buruk dan pareh karena tenadinya pelembagaan,

pengurangan fungsi dan peran bahkan bubamya Komisi Perlindungan Ariak

Daerah, yang antara lain disebabkan tidak adanya dukungan sarana dan

prosarana, pembiayaan bahkan tidak diakuilagi keberadaannya o1eh pemerintah

daerah sebagaimana halnya:

a, kelembagaan Komisi Perlindungan Ariak masih sangatterbatas dan hanya

torbentuk pada 5 (Iima) Komisi Perilndungan Ariak Daerah ditingkat provinsi,

dan 33 (tiga puluh 11ma) Komisi Perlindungan Ariak Daerah ditingkat

kabupaten/kota, yang bererti hanya sebagian keci! dari wilayah/daerah

Indonesia yang memillki dan menjangkau pengawasan dan perlindungan

ariak sesuai Daftar KPAD se-Indonesia IBukti P-, 91, sehingga nyata secara

kelembagaan tidak dapat menjangkau seluruh ariak-ariak of seiuruh pelosok

daerah, dan ariak-ariak tidak dapat mengakses Komisi Perlindungan Ariak

o1eh karena tidak difasilitasiDaerah, torutama.negara

Pemerintah/pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penegakan

HAM sesuai Pasa! 28 I ayat(4) UUD RITahun 1945. Padahalseluruh daerah

kabupaten/kota di seluruh Indonesia menurut data Komisi Perlindungan Ariak

Indonesia meiniliki permasalahan serius hak"hak ariak dan kasus-kasus

struktural ariak-ariak yang meinbutuhkan perundungan khusus (vide Bukti P-

a8). Dengan demikian kelembagaan perlindungan ariak dan pengawasan hak

ariak teninggaljauh dan Iemah dibandingkan dengan problematika

perlindungan ariak di seluruh wilayah/daerah Indonesia yang telah mengalami

keadaan darurat perundungan ariak IBukti P-201. Padahal Konstitusi secara

eksplisittelah menjamin dan memberIkan perlindungan hak-hak konstitisional

ariak sebagai kelompok rentan (vulnerable group) dengan Pasa1 28B ayat(2)

UUD RI Tahun 1945. Perhatian pada hak-hak konstitusional ariak sebagai

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4
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kelompok rentan paling maiu dan eksplist diterakan dalam UUD RI Tahun

1945, jika dibandingkan dengan kelompok rentan lainnya seperti perempuan.

Dengan demikian be relasan apabila perlindungan ariak menjadi constitutional

important yang diwujudkan dalam kehidupannya sebagailiving constitution

yang bukan hanya tenera dalam teks konstitusi demi cita-cita Proklamasi

kernerdekaan Rl dan nilai-nilai Pancasila serta Pembukaan UUD RI Tahun

1945,

b. pembubaran KPAID Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Daerah

Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 [vide Bukti Prt7], dan

berbagai pembubaran dan pembiaran tanpa ada fasilitasi dan pemerintah

daerah seperti KPAID Tapanuli Tengah yang tidak diperpanjang masa

periode keanggotaan komisionernya dikarenakan pemerintah daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah tidak meinbentuk panitia seleksi, sehingga

sampai saatini KPAID Kabupaten Tapanuli Tengah bubartBukti P-211. Dari

Iumlah 38 Kelembagaan KPAD se-Indonesia ada beberapa KPAD yang

sudah dibentuk beadasarkan surat keputusan Gubemur, Walikota dan Bupati,

namun tidak didukung dengan an99aran yang kuat pada setiap tahunnya

seperti KPPAD Kabupaten Tapanuli Utara tBukti P-221, KPPAD Kabupaten

Lingga [Bukti P-23], KPPAD Propinsi Kepulauan Riau tBukti P-241, KPPAD

Propinsi Kalimantan Barat IBukti P-251. KPPAD Provinsi BalitBukti P-261,

KPPAD Kota Batam tBukti P-271, KPPAD Kabupaten Ketapang tBukti P-281,

KPAD Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan IBukti P-291, KPAD

Kabupaten Subang IBukti P-301, KPAD Kabupaten Bandung BarettBukti P-

3.1, KPAD Propinsi Kepulauan Bangka Belltung IBukti P-321, sehingga

beadampak techadap eksistensi pelaksanaan tugasnya menjaditerpincang-

pincang, tidak matsimal dan tidak mengekspresikan upaya perlindungan

ariak dengan progresively and full r allzation aba engan kepentingan

terbaik bagi ariak (the bestihterest of the child), dan berlentangan dengan

UUD RI Tahun 1945 Pasa1 28B ayat (2), Pasa1 280 ayat (1), Pasa1 281 ayat

(4).
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SUIitnya ariak-ariak dan warga negara mengakses perlindungan hak-hak ariak

karena faktorjarak, dan ketiadaan kelembagaan pengawasan hak-hak ariak,

yang tidak dapat diidentikkan dengan fungsilembaga swadaya masyaraKat

(LSM), organisasi SOSial kernasyarakatan, P2TP2A inaupun UpTD PPA.

Karena kelembagaannya bukan dalam watak sebagai NHRl namun peran

serta masyarakat bahkan menialankan peen eksekutif dalam urusan

konkuren pemerintah dan pemerintah daerah daiam bidang perlndungan

ariak.

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35TAHUN 201.4

Bahwa dengan demikian SIStem kelembagaan perlindungan ariak yang tidak

terpisahkan dengan kelembagaan pengawasan hak ariak secara riasional dan

termasuk di daerah untuk menjangkau hak ariak bagi seiuruh ariak, inaka

kelembagaan Komisi Perlndungan Ariak Indonesia dan Komisi Perlndungan

Ariak Daerah, tidak ternisahkan sebagai penjaminan dan pemenuhan hak ariak

sesuai UUD RITahun 1945;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

Bahwa dalam hal apabila pengawasan hak ariak yang dikesampingan karena

formulasi materi inuatan ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014

yang menggunakan frasa "Daiam haldi^erlukan" dan kata "dapaf' karena alasan

sempitnya ruang fiskal dan minimalnya keuangan negara dalam APBN inaupun

keuangan daerah dalam APBD untuk hak ariak sehingga ketentuan Pasa1 74 ayat

(2) UU Nomor 35 Tahun 2014 aquo adalah norma yang tidak betoasis hak ariak;

a. merupakan kekeliruan Konstitusional yang sangat fatal dan mendasar
inariusia dan Iebihkarena tidak berorientasi pembangunan

berorientasi kepada pembangunan bendawi-fisik. Padahal ariak-ariak

adalah tunas bangsa yang menjadi generasi pelanjut yang nilainya jauh

Iebih penting dan eksponensial daripada infrastruKturjalan guna mencapai

inariusia Indonesia yang seutuhnya untuk kesejahteraan Iahir dan batin

sebagaimana menjadi norma fundemental dalam UUD RI Tahun 1945.

Kerusakan yang timbulakibatdari pelanggaraan hak-hak ariak menyedot

beban biaya pemulihannya (recovery) yang Iebih tinggi dan menjadi
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beban fiskal masa depan, sebagaimana halnya jaminan kesehatan

riasional yang terbebani akibatrendahnya akses pelayanan kesehatan dan

rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Bukankah sudah dikenalluas

bahwa mencegah Iebih inureh dartpada mengobati. Analog itu, memberikan

perlindungan dan pengawasan hak-hak ariak Iebih bermanfaat dan efisien

danpada meinbiayai pemulihan (chid recovery) seiak dan ariak sampai

dewasa sebagai warga negara;

c, Ariak bukan oreng dewasa dalam ukuran mini yang dalam masa turnbuh

dan berkembang, sv, ",,";,,, 9.0 un, ..~: Pasa1 28B ayat (2) UUD RI Tahun

1945. 01eh karena itu, pembentukan hukum dan kelembagaan

pengawasan ariak tidak boleh diabaikan karena ariak-ariak mesti sebagai

kelompok rentan (vulnerable group) yang dalam masa turnbuh dan

berkembang yang dalam narasi hak-hak ariak dikenal sebagai masa

evolving capacitities of the child. Konsep evolving capacities of the child

dari ariak adalah investasi bangsa menjadi inariusia Indonesia yang

seutuhnya yang bukan menjadi beban/biaya semata. Dalam

pembangunan inariusia mencakup konsep penting konvensi hak-hak ariak

yang mengakui dalam perkembangan ariak menjadi oreng dewasa yang

merupakan inariusia Indonesia seutuhnya, yang ditanggungjawabi negara

terutama pemerintah sebagai pemajuan masa kanak-kanak,

d. tenebih lagi kepentingan konstitusional(constitutional important) hak-

hak ariak meiniliki dasaryang kuat dan otentik dengan Pasa1 28B ayat

(2) UUD 1945, bahkan terkait erat pula dengan Pasa1 28A UUD RI Tahun

1945 Jo. Pasa1 281 ayat (4) UUD RI Tahun 1945, serta tidak sepatutnya

mengabaikan rakyat cq. ariak-ariak sebagai pemegang kedaulatan

sebagaimana Pasall ayat(2) UUD RI Tahun 1945.

dengan merujuk pasal-pasal UUD RI Tahun 1945 tersebut, inaka kuat

alasan dan landasan konstitusional diwujudkannya kebijakan

keuangan negara yang berdaulat pada kepentingan pembangunan

inariusia Indonesia seutuhnya dan mengintegrasikan perlindungan

dan pemenuhan hak-hak ariak/HAM dengan memberikan perhatian
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khusus keberlanjutan dan integrasi hak-hak ariaK dalam pembangunan

riasional. Hal-halitu menjadi alasan konstitusional dan legal formal

tanggung jawab negara terutama pemerintah memberi prioritas jaminan

perlindungan dan pemenuhan kepada HAM cq. hak-hak ariak. 01eh karena

itu, tidak valid dan tidak konstitusional mendalihkan keterbatasan fiskal dan

keuangan negara/keuangan daerah sebagai alasan pengabaian

pengawasan pelaksanaan hak-hak ariak sebagai bagian integral HAM

sebagaimana norma Pasa1 74 ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014.

f. terhadap pembangunan inariusia dan perlindungan hak-hak ariak termasuk

pengawasan hak"hak ariak itu menghendaki kebijakan anggaran negara

yang tenntegrasi dengan hak-hak ariak yang sama pentingnya dengan

me rawat negara demokrasi Konstitusiona1. 01eh karena itu, bukan kebijakan

anggaran yang memberikan hak-hak ariak dengan berbasis kebutuhan

ariak. Dengan demikian pembentukan pembentukan Komisi Perundungan

Ariak Daerah sepanjang dibutuhkan pemerintah daerah merupakan

pengabaian HAM cq. hak-hak ariak sehingga melanggar konstitusi hak

ariak dan HAM yang chiamin UUD RI Tahun 1945 Pasa1 28B ayat (2) Jo.

Pasa1 281 ayat (4);

g. dengan frosa "Daiam hal dibutuhkan" dan kata "dapat' pada ketentuan

Pasa1 74 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang berati sepanjang

pemerintah daerah secara subyektiftelah dapat atau mainpu menyediakan,

inaka adanya norma ataupun kebijakan dan/atau tindakan sedemikian

merupakan pembangkangan techadap hak-hak konstitusi ariak, Keadaan

sedemikian berarti memosisikan secara keliru pemerintah/pemerintah

daerah yang meiniliki kekuasaan dalam memberikan HAM cq. hak-hak

ariak. Penundaan terhadap hak-hak ariak adalah pelanggaran hak ariak itu

sendiri o1eh karena Kondisi ariak yang sedang turnbuh dan berkembang dan

kerentanan ariak yang menghendaki perlindungan dan pemenuhan hak

yang segera, seketika dan tidak ditunda-tunda. "Many thinks can wait.

Children cannot. Right now theirhi^ bones are being formed, their blood is
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being made, their senses are being developed, To them we can not say

tomorrow. THEIR NAME Is To DAY'(Gabriela Mistral).

h. Konsepsi hukum dan norma hukum yang meletakkan hak-hak ariak dalam

relasi kernampuan keuangan merupakan ariasir Konsep hukum yang

berbasis fiskal sehingga norma hukum sepertiitu merupakan jebakan

struktural yang mengabaikan perlindungan dan pemenuhan HAM cq. hak-

hak ariak.

Konsepsi yang sedemikian in I kekeliruan yang fatal dan berbahaya karena

mengasumsikan ariak-ariak sebagai generasi bangsa adalah beban fiskal

riasional bukan generasi bangsa yang merupakan sumberdaya bangsa,

padahal ariak-ariak adalah bagian dari sepertiga rakyat Indonesia yang

merupakan asal, pemilik dan pemegang kedaulatan rakyat. Tanggung

jawab atas pembangunan inariusia, demikian pula dengan tanggung jawab

atas hak-hak ariak (vide Pasa1 281 ayat (4) UUD RI Tahun 1945) bukan

relasi transaksional untuk pemenuhan kebutuhan materil ataupun

pembangunan infrastruktur fisik.

Dengan demikian, meninggalkan tanggung jawab atas hak-hak ariak yang

berdalih kekurangan kapasitas fiskal keuangan negara atau keuangan

daerah, merupakan bentuk kekerasan negara (state violence) daiam

kebijakan pemerintah atas keuangan negara dan perlndungan ariak, sena

sekaligus pembangkangan atas tanggung jawab HAM dan hak Konstitusi

yang dimandatkan Pasa1 28B aya (2) Jo. Pasa1281 ayat(4) UUD RI Tahun

'945;

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
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64. Bahwa pengakuan atas HAM dan pembangunan inariusia bukan dua hal yang

terpisah, karena sudah diakui sebagaiinstrumen internasional, termasuk

Konvens hak Ariak Convention on the Rights of the Child) yang sudah

diratifikasi Pemerintah Indonesia, sehingga mengintegrasikan hak-hak

ekonom', SOSial dan budaya pada hak-hak ariak, sehingga tidak berelasan

kebijakan anggaran pemerintah baik APBN inaupun APBD,

C)

apabila pembangunan inariusia cq perlindungan ariak dikucilkan dalam
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Hak ariak atas pembangunan inariusia bukan bagian Iuar dan HAM

sehingga berelasan menjadi basis dalam kebijakan anggaran. "The right

to development is on inanenoble human right by virtue of which every

human person ond o11peoples ore entitled to port^^ipote in, contribute to, and

enjoy economic, SOCiol cultural and politicol developmentI in which o11

human rights ondfundomentolfreedoms con belul!y reolized. ... The humon

person is the centrol subject of development ond should be the octive

porticipontondbenc;/iciaiy of the rights to development' (Deciaratibn on the

Right to Development, 1986). 01eh karena itu, Kuat alasan dan dalil serta

instrumen internasional yang universal mengintegrasikan dan

meritedemahkan hak~hak atas pembangunan sebagai hak ariak/HAM

dalam kerangka kebijakan dan hukum riasional yang diwujudkan dalam

tindakan aktif-POSitif pemenuhan hak-hak ariak. 01eh karena itu alasan-

alasan keliru yang meniadakan dan mengucilkan sena diskriminasi

kepada perlindungan ariak dengan kebijakan anggaran yang abai hak-

hak ariak, bukan hanya bertentangan dengan HAM namun hak-hak

konstitusional ariak yang chiamin dalam Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun

'945;

Adanya integrasi dan korelasitak terpisahkan antara hak-hak analdHAM

dengan pembangunan inariusia, terkonfirmasi dengan berbagai norma

universal dalam instrumen HAM internasional yang utama, antara lain

pemenuhan hak pendidikan ariak bukan hanya program normatif, namun

perlindungan dan pemenuhan hak ariak dengan langkah langkah

progresif dan pencapaian penuh yang dirumuskan dengan frasa

"achieving progressiveIy the full realization of the rights". Pasa1 28

ayat (1) KHA (1989) menegaskan hak atas pendidikan bagi ariak. "Store

pomes recognize the rightojthe child to educot!'on, ond with o v!'ewto ochieving

this rightprogressive!y ond on the bosis ofequolopportunity, ,,..".

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
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Demikian pula dengan Pasalt3 ayat(2)ICESCR jin menegaskan negara

peserta mengakui, dengan menekankan upaya pencapaian untuk
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merealisasikan penuh (to achieving full realizatibn) hak pendidikan. Ismah

"with a view to achieving progressiveIy the full reali2atibn of the rights",

torkandung dalam Pasa1 2 ayat (1) ICESCR. Pasa1 2 ayat (1) ICESCR

menegaskan bahwa setiap negara peserta ICESCR mengambillangkah

sendiri inaupun dengan bantuan internasional dan keria sama, untuk

merealisasikan hak-hak dalam ICESCR tersebut;

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
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65, Bahwa seluruh ariak dimaknai dan berkesempatan untuk meinbangun

kernampuan penuhnya (to develop to their full potential), sehingga hak untok

kelangsungan hidup dan turnbuh kernbang ariak bukan hanya kebutuhan dasar

ariak namun HAM yang fundamental(survival and development are notjust

basicneeds of children, but fundamental human rights), Komitmen universalitu

kernudian secara eksplisit dituangkan dalam asas penyelenggaraan

perundungan ariak sebagaimana Pasa1 2 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2002

yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; yang

mengambil-alih prinsip Konvensi Hak Ariak yang dirumuskan dalam satu norma

yang tidak ternisah;

TIM KUASA
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66. Bahwa status Konstitusional ariak yang jelas daiam Pasa1 28B ayat(2) UUD Rl

Tahun 1945 yang menerapkan secara eksplisit hak turnbuh dan berkembang

ariak, sena perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi meinaknakan bahwa

ariak-ariak bukan oreng dewasa dalam ukuran mini. Ariak-ariak me in butuhkan

topangan, sokongan, dan perlindungan aktor negara terutama pemerintah

(vide Pasa1 281 ayat(4) UUD RI Tahun 1945). Karakteristik ariak, yang sedang

daiam proses evolving capacities of the child, meinbutuhkan aktor yang

memainkan peran perlindungan bagisubyek yang masih dependen inI. Karena

'tu, dalam konteks ariak sebagai enlitas daiam keluarga, ariak me in butuhkan

peran dan tanggung jawab negara (state responsibility and role) menuju

kernatangan subyekyang dewasa. Dalam Konteks ariak sebagaisubyek hukum

daiam berbangsa dan bemegara, ariak mein butuhkan perlindungan. Apalagi,

ariak yang bereda dalam kualifikasitertentu yang rentsn (vulnerable) dengan

o

o

o

o

o

o

o

:>



I

)

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

I)

>

>

>

>

>

>

I>

>

^

D

D

I>

^

I>

D

19

9

9

9

9

17

kekerasan, eksploitasi, dan penerlantaran, sehingga meinbutuhkan

perlindungan khusus (children in need of special protection). Bentuk dan jenis

ariak yang mein butuhkan perlindungan khusus secara eksplisittertera da!am

Pasa1 59 UU No. 23/2002 Jo. Pasa! 59, Pasa1 59A UU Nomor 35 Tahun 2014.

Sebagai warga negara, ariak berhak dilindungi Negara. Apalagi Pasa1 28B ayat

(2) UUD RI Tahun 1945 menjamin hak konstitusional ariak berhak atas hidup,

kelangsungan hidup, turnbuh kernbang dan perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
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01eh karena itu, ariak sebagai subyek hukum yang bukan sekadar urusan

"prtvat" dan dalam relasi pasar belaka namun inti urusan hak-hak ariak adalah

pubffc domain, inaka dapat dikemukakan beberapa alasan, mengapa perlu

mejindungi ariak. Selain adanya relasi Negara dengan rakyat (termasuk ariak-

ariak) berdasarkan social contract menjustifikasilembaga pengawasan hak

ariak. Berikut ini dikemukakan lagi rasionalitas mengapa negara harus

meIakukan perlindungan ariak, sebagaimana Peter Newel, dalam "Taking

Children Seriously - A Proposal for Children's Rights Commissioner',

Calouste GUIbenkian Foundation, London, ha1. 18. yakni:

a. Biaya untuk meIakukan recovery akibat dari kegagalan dalam

memberikan perlindungan ariak sangattinggi. Jauh Iebih tinggi dan biaya

yang dikeluarkan jika ariak-ariak me inperoleh perlindungan.

b. Ariak-ariak sangat beroengaruh --langsung dan bedangka panjang-- atas

perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan

Uriaction) dan pemerintah ataupun kelompok lainnya.

c. Ariak-ariak seialu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam

pemberian pelayanan publik.

Ariak-ariak tidak mein punyai hak suara, dan tidak mein punyai kekuatan

joby untuk mein pengaruhi agenda kebijakan pemerintah.

Ariak-ariak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlndungan

dan pentaatan hak-hak ariak.

Ariak-ariak Iebih be resiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.
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67. Bahwa dalam berbagai pertimbangan hukum ataupun pendapat hukum

Mahkamah dalam kaitan pengujian norma Undang-undang yang mengatur

hak-hak ariak, terdapat benang mereh dan alam pemikiran hukum yang kokoh

menjaga konstitusi hak ariak, dengan memberikan pendapat hukum yang

kokoh dalam perlindungan ariak dan jaminan hak-hak ariak sehingga

Mahkamah telah nyata-nyata sebagai pengawal konstitusi(guardian of

constitution) yang kokoh menyokong perlindungan hak-hak ariak dan

upaya optimal perlindungan ariak yang dapat diperoleh dalam bebagai

putusan Mahkamah, antara lain:

. Putusan Mahkamah Nomorl/PUU-V111/2010dalam perkaraatas pengujian

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Ariak, dengan amar putusan

"Menyotokonfros0 8 tohun doloin POSoll origko I, POS014 0yot (1), don POSol

5 ayot(I) UU Pengodilon Anok berikut peril'elosonnyo bertentongon dengon

UUD 1945 don tidok meinpunyoikekuoton hukum mengikotsecoro ber^yorot.

Artinyo intonstitusion04 kecuoli dimoknoi 12 tohun", Dengan demikian

Mahkamah progresif dan bemendirian kokoh dalam jaminan dan

perlindungan hak-hak ariak dengan amar putusan yang menaikkan batas

usia pertanggung jawab pidana ariak (child responsibiMy of the child) dari

8 tahun menjadi 12 tahun. Dalam satu pertimbangannya, Mahkamah

berpendapat antara lain "Mahkamah perlu menetapkan batss urnur bagi

ariak untuk mehadungi hak konst^jusional ariak terutama hak techadap

perl^^dungan (protection right) dan hak untuk turnbuh dan berkembang

(development right)..", (Pertimbangan Nomor 11PUU-V111/2010 Angka

[3.29], halaman 151). [vide Bukti P-26]

Putusan Mahkamah alas pengujian Pasa1 7 ayat (1) mengenai batss usia

minimal perkawinan 19 tahun untuk Iaki~Iaki dan 16 tahun untuk perempuan

yang diatur dalam Pasa1 7 ayat(I) UU Nomor I tahun 1974 betrlentangan

dengan UUD 1945. Mahkamah memerintahkan pembuat undang-undang

(legislatif dan eksekutif) untuk segera merevisi pasa1 7 ayat (1) UU

Perkawinan, paling lama tiga tahun ke depan (vide Putusan Nomor

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR3STAHUN2014
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221PUU-XV120,7). Batas usia nikah minimal, 6 tahun untuk perempuan,

yang betoeda dengan Iaki-Iaki, menurut maielis hakim, bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu menghambat

pemenuhan hak-hak konstitusional berdasarkan Pasa1 280 (1) UUD 1945

mengenai persamaan di inuka hukum dan juga hak untuk meinperoleh

pendidikan dasar. Putusan Nomor22/PUU-XV/2017 merupakan kernajuan

dan Putusan nomor30-741PUU-XII/2014 yang amamya menoiak pengujian

ketentuan aquo dengan alasan bahwa kalentuan aquo penentuan batas

usia perkawinan pada ketentuan aquo merupakan open legal policy

Pemerintah.

PERMOHONAN PENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN201.4

68. Bahwa dengan tidak adanya kepastian aturan hukum yang memberikan

wewenang hukum bagi Komisi Perlindungan Ariak Daerah untuk meIakuan

pengawasan hak ariak, sama artinya dengan meniadakan pemenuhan hak

ariak yang ditentukan dalam Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945. Negara

cq. pemerintah tidak dapat berfungsidaiam perundungan dan pemenuhan hak

ariak tanpa adanya kelembagaan. Padahal kelembagaan Komisi Perlindungan

Ariak Daerah itu sebagai realisasi dan supremasi Konstitusi, namun tidak

disediakan menjangkau seluruh ariak untuk seiuruh daerah dilndonesia

sebagai akibat dan struktur dan substansi norma Pasa1 74 ayat(2) UU Nomor

35Tahun 2014. Keriadaan aturan sedemikian meniadakan tanggungjawab dan

menegasikan kewajiban konstutisional negara cq. pemerintah. Sebab. tanpa

negara hukum yang selain menganut konstitusionalisme juga mensyaratkan

pemerintah yang memerintah dengan hukum (law govern the government)

yang menjadi prinsip rule of the law (Barry M. Hager, dalam I D. G. Palguna,

Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan

Perbandingan dengan Negara Lain", Konstitusi Press, Jakarta, 2018, ha1* 35-
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adanya pengawasan hak ariak inaka tiada jaminan hak ariak, Merujuk cm-ciri
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69. Bahwa adanya SIStem kelembagaan pengawasan pelaksanaan hak-hak ariak

dengan adanya Komisi Perlndungan Ariak Daerah yang diwajibkan

pembentukannya merupakan pengembangan sistem hak ariak untuk

meinperkuat penyelenggaraan hak ariak, termasuk meinperkuat tugas dan

fungsi pemerintah cq. kernenterian urusan perlndungan ariak, dan pemerintah

daerah dalam urusan perlindungan ariak. Dengan demikian, in aka:

a. adanya Komisi Perlindungan Ariak Daerah sama sekalitidak turnpang

tindih dengan urusan pelaksanaan hak-hak ariak termasuk monitor dan

evaluasi yang dilakukan pemerintah/pemerintah daerah se!aku eksekutif;

b. adanya Komisi Perlindungan Ariak Daerah bukan menciptakan tarik

menarik kewenangan pemerintah dengan Komisi Perlindungan Ariak

Indonesia sebagailembaga riasional HAM o1eh karena keduanya meiniliki

karakteristik kelembagaan dan tugas yang berbeda;

c. adanya Komisi Perlindungan Ariak Daerah pada kenyataannya justru

mein perkuat kelembagaan, peran, dan fungsi pemerintah dan pemerintah

daerah dalam pelaksanaan hak ariak, dengan adanya dan efektifnya

pengawasan hak-hak ariak o1eh Komisi Perlindungan Ariak Daerah;

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN201.4
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70. Bahwa dengan alasan-alasan of atas inaka pembentukan Komisi Perlindungan

Ariak Daerah adalah wajib karena merupakan amanat konstitusi dan hak

konstitusional ariak yang seinestinya dilaksanakan menjadiliving constitution, dan

merupakan tanggung jawab negara termasuk Iembaga negara dalam kekuasaan

kehakiman yang ditegaskan dalam Pasa1 281 ayat(4) UUD TI Tahun 1945;

71. Bahwa kewajiban meinbentuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah bukan saia

kepatuhan kepada pemilik kedaulatan (Constiuent Power) namun realisasi Pasal

288 ayat (2), Pasa1 280 ayat (1) dan Pasa1 281 ayat (4) UUD RI Tahun 1945,

dimana Mahkamah Konstitusi bukan saia sebagai pengawal Konstitusi namun

pengemban tanggung jawab pemenuhan hak konstiusi ariak, sehingga frasa

"daiam hal diperlukan", dan kata "dapaf' dalam Pasa1 74 ayat (2) UU Nomor 35

Tahun 2015 tidak pasti, menegasikan hak konstitusi, karena merupakan normao

o

o

.
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relatif (relatively norm), sehingga hak ariak sebagai hak Konstitusi inaka kuat

alasan kata "dapat" diganti agar meiniliki kepastian hukum yang berkeadilan

menjadi frasa/kata "wajib dibentuk dan difasilitasi pemerintah daerah".

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

Perihal Frasa "atau fernbaga lainnya yangsejenis"dalam ketentuan Pasa1 74
ayat(2) UU No. 35 Tahun 20.4

72. Bahwa frasa "amu Iembaga lainnya yang seienis" dalam ketentuan Pasa1 74

ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 adalah menimbulkan ketidakpastian hukum

karena tidak adanya keseragaman daiam hal nomenklatur, inaupun konsep

hukum dari struktur hukum pengawasan hak ariak, yang menjadikan

ketidakpastian sistem pengawasan pelaksanaan hak-hak ariak, o1eh karena:

a. Keragaman dan ketidakpastian nomenklatur dan istilah dari kelembagaan

Komisi Perlindungan Ariak Daerah pasti menimbulkan permasalahan dan

ketidakpastian hukum dalam pengawasan hak-hak ariak;

b. Kekacauan sistem kelembagaan pengawasan pelaksanaan hak ariak akan

menyulitkan pengaturan dan pelaksanaannya;

c. Kesatuan sistem hukum pengawasan pelaksanaan hak ariak dibutuhkan

untuk me mastikan integrasi pengawasan pelaksanaan hak ariak;

TIM KUASA
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73. Bahwa frasa "atau Iembaga lainnya yang seienis" dalam ketentuan Pasa1 74

ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 adakah keke!iruan dalam meinahami Komisi

Perlndungan Ariak Indonesia termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah

yang merupakan Iembaga riasional hak asasi inariusia (natibnal human rights

institution) yang memillki karakteristik berbeda dengan Iembaga pemerintah

(eksekutif) inaupun Iembaga swadaya masyarakat (non governmental

organization). 01eh karena itu, frasa "atau Iembaga lainnya yang seienis"

mencampuradukkan dan bahkan mengacaukan SIStem riasional pengawasan

HAM cq. hak ariak yang menjadi bagian tidak terpisahkan darijaminan HAM

yang me Iekat dalam negara demokrasi konstitusional;
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74. Bahwa o1eh karena itu, berkenan mengambil alih secara inutatis inutandis

alasan-alasan daiam permohonan inI untuk menguji frasa "atau Iembaga

Iai'rinyayangsejenis"daiam ketentuan Pasa174 ayat(2) UU No. 35Tahun 2014

yang bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945;

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN 2014

75. Bahwa adanya ketidakpastian hukum alas norma Pasa1 74 ayat(2) UU No. 35

Tahun 2014 aquo bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 Pasa1 280 ayat

(1) yang memberikan hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adjl, hal inaria beltentangan dengan

berbagai pendapat Mahkamah dalam berbagai putusannya yang tidak

menghendakiadanya norma yang tidak konsisten.

a. Hak konstitusional untuk meinperoleh norma hukum yang konsisten untuk

kepastian hukum bersesuaian dengan pendapat Mahkamah yang betounyi:

"Mohkomoh sesuoi dengon kewenongon konstitusiono!nyo, tidak akan

meinbiork"" odoriya normn darnm Undong-"ridongyong tidokkonststen

don tidok sesuoi dengon omanot perl^^dungon konstitusionol yong

dikonstruksikon o1eh Mobkomoh". tv, d^ Putusan MK Nomor TIPUU-V111/2010,

ha1.1531;

b. Beberapa Putusan Mahkamah

penggunaan kata "dapaf' dalam norma

bettentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah yang mengubah kata "dapat" dalam ketentuan

Pasa1 55 ayat (4) UU Sistem Pendidikan Nasional diubah menjadi

"wajib". Karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

memberIkan bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain

secara adjl dan mereta kepada Iembaga pendidikan berbasis

masyarakat etaupun sekolah-sekolah swasta.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 341PUU-V111/2010 yang

menguji kata "dapat" dalam Perilelasan Pasa1114 UU Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, meinuruskan kata "dapat" adalah

bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945.
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memberi pendapat hukum perihal

Undang-undang yang dinilai
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Bahwa ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU No. 35 Tahun 2014 aquo behantangan

dengan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adjl beadasarkan Pasal

280 ayat (1) UUD 1945, o1eh karena kepastian hukum menjadi penyangga

prinsip Negara Hukum (rechsstaat). Benkutini perkenankan PARA PEMOHON

menurunkan pendapat ahli-ahli hukum tata negara sebagaimana berikutini:

(a) Kepastian hukum yang adjl dan keadilan yang dipastikan dengan hukum

IProf. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H. ,"Komentar atas Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945", ha1. 1.71;

(b) Hukum yang taat asas adalah hukum yang konsisten dengan sistem hukum

itu sendiri, o1eh karena hukum iru sendiri bukan kumpulan atau

penjumlahan peraturan, atau sebagai"mass of rules" akan tetapi sebagai

satu kesatuan terstruktur atau "structured whole" sebagai satu sistem iprof.

Dr. Sudikno Meltokusumo, "Mengenal Hukum", ha1.591;

(c) Satu norma menjadi valid musti memenuhi persyaratan yang teruji sebagai

satu kesatuan dalam sistem norma. '^ norm must be port o10 system of

norms. The system must be err'icocious". (Prof. Han Chand, 'Modern

Jurisprudence"^ritemationalLawBook Services, Kuala Lumpur, 1994, h.

93).

Karenanya menguji konsistensi norma menjadirelevan dalam hal pengujian

materil norma Undang-undang termask permohonan aquo. Konsistensi

normatif itu menjadi ciri penting sistem norma, karena salah satu shat utama

dari SIStem hukum adalah konsistensi.

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
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77. Bahwa ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang

menegasikan hak-hak ariak, mengakibatkan timbulnya kerugian

konstitusional PARA PEMOHON yang merupakan pihak yang

berkepentingan terhadap penyelenggaraan hak ariak termasuk pengawasan

hak-hak ariak, dengan alasan-alasan:

(a) Pengabaian pengawasan hak ariak menimbulkan kerugian pembangunan

inariusia cq. generasi ariak yang dalam kehidupan berbangsa dan



I

>

>

>

>

>

>

>

>

>

^

>

>

:I

I)

I>

I>

:)

:)

17

I>

D

I>

19

;)

I>

D

D

D

9

o

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

bemegara. Ketiadaan pengawasan hak-hak ariak berimplikasilangsung

dengan derajat pelanggaran hak-hak ariak yang dalam kasus konkrit

inuncut sebagai permasalahan dan kasus konkrit yang dalam laporan

Komisi Perlindungan Ariak Indonesia in uricul sebagai gizi buruk, stunting

ariak, yang mengakibatkan pengerdilan otak ariak sehingga menjadi lost

generatibn.

Tiadanya SIStem pengawasan hak-hak ariak yang mencakup seiuruh

ariak dan seluruh periluru daerah, mengakibatkan keadaan yang

merendahkan derajattumbuh dan berkembang ariak, perlindungan ariak

dan secara nyata timbulnya kasus-kasus pelanggaran hak ariak termasuk

eksploitasi ariak, kekerasan terhadap ariak, dan bentuk-bentuk lainnya.

Tiadanya pengawasan hak-hak ariak menimbulkan keadaan yang

timpang dan kekosongan daiam mekanisme "check and balances"

kekuasaan pemerintah (executive power) dalam relasi pembanguan

inariusia cq. ariak-ariak dan tanggung jawab pemerintah atas HAM cq.

hak-hak ariak yang diamanatkan secara eksplisit dalam Pasa1 28B ayat

(2) UUD RI Tahun 1945;

Tiadanya pengawasan hak ariak menimbukan kerusakan sistemik atas

sistem kelembagaan pengawasan HAM, padahal pengawasan dan

penyelenggaran HAM cq. hak ariak tidak terpisahkan dan bukan

pemberian negara cq. pemerintah;

Tiadanya pengawasan hak ariak bukan saia menimbulkan pelanggaran

hak ariak namun inuricul sebagai kekuasan negara yang otoritarian

karena tanpa pengawasan hak ariak adalah meinaridulkan kehidupan

demokrasi dan negara hukum, atau yang dalam Pasall ayat(2) UUD

1945 dikenal sebagai democratish rechtstaat. Demokrasi yang betoasis

kepada negara hukum adalah demokrasi yang hendak dibangun dengan

berbasis hak (rights base policy), yang karenanya meinbangun

kelembagaan pengawasan hak yang diperankan o1eh Iembaga riasional

hak asasi inariusia yang berbasis kepada masyarakat sipil(civilsociety).

Dengan mekanisme politik prosedural meIalui pemilihan urnum langsung
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bermakna bahwa Indonesia berada pada stase demokrasiliberal.

Demokrasiliberaltanpa kekuatan masyarakat sipil yang mengawasi

kekuasaan negara cq. pemerintah menjadi ancainan bahkan kerugian

bagi ariak-ariak. Sebab itu, urgensi pengawasan hak-hak ariak yang

dilakukan NHRl sebagai elemen dari civil society relevan dengan

tanggung jawab negara cq. pemerintah atas HAM cq. hak ariak

sebagaimana Pasa1 28B ayat(2) UUD RI Tahun 1945. Menurut Jimly

Ashiddiqie dalam "Gagasan Konstitusi SOSial-Institusionalisasi dan

Konstitusionalisasi Kehidupan SOSial Masyarakat Madani", ha1, 147

menyatakan:"civilsocie^I tidak lain merupakan chefounding pillarsofnew!v

emerging liberoldemocroticstote".
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Senada itu, menurut Faisal Basri, untuk meinbangun Indonesia Emas

bahwa "Sudoh sootnyo meinperkokoh civil society untok mengimbongi

ponti'colcommuni'ty, don businesscommuni^/", dengan "mendesokkon agenda

perubohan"(Faisal Basri dan Hans Munandar, Menuju Indonesia Emas -

Menggapai Negara Maiu Berkeadilan", 2019, h. ,8 dan 20). Indonesia

Emas penting bagi masa depan ariak, "Modal IMOr biaso kito odoloh

struktur kependudukon son90t belio" (Faisal Basri dan Haris Mundandar,

h. 47). Indonesia Emas bisa menjadi gagal apabila tidak memberIkan

perlindungan terbaik bagi ariak, agar tidak ada ariak Indonesia yang

toninggal dan hak-hak ariak, yang pencapaiannya dengan progresively

and fullrea/Ization dengan basis yang kokoh dan sahih yakni konstitusi

hak ariak, termasuk semisalnya memerangi stuntihg -yang kondisinya

perlu diperangi(combating stunting) dengan prevalensi stunting 30.8%

pada balita Indonesia ateu peringkat pertaina of kawaan ASEAN dan

perlngkat kelima di dunia. Ikhtiar itu dimaksudkan agar Indonesia Eines

tidak gagal dan harepan menuju gold generation malah bisa menjadilost

generation.

J
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Bahwa dengan alasan-alasan tersebut of atas inaka frasa "Daiam bai

of perlukan" dan kata "dapat' dan frasa "atau Iembaga lainnya yang sei'enis"

dalam ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014, adalah

bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak menghormati dan menghargai

serta tidak bersesuaian dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal, ayat(2), Pasal

28B ayat (2), Pasa1 280 ayat (1), Pasa1 281 ayat (4) UUD RI Tahun 1945.

Selanjutnya ketentuan Pasa1 74 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 yang

dimohonkan bersama dengan Pasa1 74 ayat(I) UU Nomor 35 Tahun 2014,

yang apabila dikabulkan seluruhnya o1eh Mahkamah inaka terbentuk dan

tenalin organ kelembagaan Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang bersifat

independen termasuk Komisi Perlindungan Ariak Daerah, sehingga walaupun

Komisi Perlindungan Ariak Daerah dibentuk dan difasilitasi pemerintah daerah,

tidak bermakna menjadi sub-ordinat dan menjadi organ pemerintah daerah,

karena telah dimaknai dengan/sebagai bagian dan Komisi Perlindungan Ariak

Indonesia yang bersifatindependen sebagaimana Pasa1 74 ayat(I) UU Nomor

35 Tahun 2014;

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
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Bahwa dengan alasan-alasan tersebut of atas inaka ketentuan Pasa1 74 ayat

(2) UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi"Doloin holdiperlukon, Pemerintoh

Doeroh dopotmembentukKomisiPertindungonAnokDoeroh otou Iembogo loinnyo

yong seienis untuk mendukung pengowoson penyelenggoroon Perlindungon Anok

dr doeroh': bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 secara bersyarat dan

tidak meinpunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat

sepanjang tidak dimaknai menjadi betounyi: 'Pemerintoh Doeroh wonb

meinbentuk don meinfosilitosi Komisi Perl^^dun90n Anok Doeroh untuk

mendukung pengowoson penyelenggoroon Perlindungon Anokdrdoeroh ;

C. PenhalAlasan Pengujian ketentuan Pasa176 huruf a UU No. 35Tahun

2014 yang bertentangan dengan Pasa128B ayat(2), Pasa1280 ayat(,), Pasal

281 ayat(4) UUD RI Tahun 19451.

9
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80. Bahwa Komisi Perlindungan Ariak Indonesia adalah Iembaga negara yang bersifat

independen yang meIaksanakan tugas tenentu dalam pengawasan pelaksanaan

hak-hak ariak yang dirumuskan dalam Pasa1 76 UU Nomor 35 Tahun 20.5;

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

81. Bahwa ketentuan hukum mengenai Komisi Perlindungan Ariak Indonesia yang

dirumuskan dalam Pasa1 76 UU Nomor 35 Tahun 2014 merupakan pengakuan

dibutuhkannya sistem kelembagaan pengawasan hak-hak ariak yang bersifat

independen dalam meIaksanakan hak konstitusionalanak Pasa128B ayat(2) UUD

RI Tahun 1945 dan jaminan HAM cq. hak-hak ariak sebagai ariasir dari negara

demokrasi Konstitusional yang sebangun dengan negara hukum yang demokratis

(democratish rechstaat);

82. Bahwa ketentuan Pasa1 76 UU No. 35 Tahun 2014 yang betounyi sebagaimana
berikut ini

"KomisiPerlindungon Anok In donesio bertugos

o. melokukon pengowoson terhodop peloksonoon perl^^dungon don pemenuhon

HokAnok,

b. memberIkon masukon don USUIon dojom perumuson kebjjokon tentong

penyelenggoroon Perl^^dungonAnok,

c. mengumpulkon doto don informosimengenoiPerlindungon Anok,

d. menerimo don melokukon peneloohon orospengoduon Mo^yarnkotmengenoi

pelonggoron HokAnok, .

e. melokukon mediosiotossengketo pelonggoron HokAnok;

I melokukon keiy'o sqmo dengon Iembogoyong dibentukMo$yorokotdibidong

Perlindungon An ok, . don

g. memberikoiiloporon kepodo pihok henvo^b tentong odoriyo du900n

pelonggoron terhodop Undong-Undong ini"

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

83. Bahwa kalentuan Pasa1 76 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2014 memberikan tugas

kepada PEMOHON I daiam meIakukan pengawasan, dengan norma yang
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berbunyi "KomisiPerlindungan Anoklndonesio bertugos: (0) melokukon pengowoson

techodoppeloksonoon perlindungon don pemenuhon HQkAnok, .

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN201.4

84. Bahwa dalam hal hak ariak sebagai HAM, pengawasan bukan hanya meIakukan

tugas pengawasan dalam ant menguji perundungan dan kepatuhan sena

pemenuhan hak ariak, namun mendorong pula secara tenntegrasi pemajuan

pemahaman techadap hak ariak agartidak menjadi penghalang kesadaran dan

pemahaman dalam pelaksanaan hak-hak ariak. 01eh karena itu, pengawasan hak

ariak cq. HAM setarikan nafas dengan pemajuan (to promote) hak ariak;

85. Bahwa pengawasan hak ariak sebagaitugas KPAltidak terlepaskan dan satu

kesatuan dengan pemajuan (to promote) hak-hak ariak o1eh karena pengawasan

HAM menjadi bermakna apabila adanya pemahaman yang benaniut dengan

kesadaran HAM cq. hak ariak yang menjadi sebab-sebab kepatuhan HAM,

sehingga pengawasan HAM cq. hak-hak ariak adalah hasil dari pemahaman dan

kesadaran yang diperoleh karena adanya pemajuan HAM cq. hak ariak. 01eh

karena itu, pelaksanaan dan pengawasan HAM cq. hak ariak satu kesatuan

dengan pemajuan (to promote) HAM;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

& KPAD

86. Bahwa dalam instrumen internasional hak ariak cq. HAM, terminologi HAM

mencakup inulai dari penghormatan (to respect), menjamin/pemastian (to ensure),

perlindungan (to protect), pemenuhan (to fulfill), dan pemajuan (to promote) yang

menjadi konsep yang senantiasa mengikuti hak-hak ariak cq. HAM;

87. Bahwa pemajuan HAM/hak ariak bukan saia dikenali sebagai karakteristik HAM

namun dipergunakan pula dalam konstitusi Pasa1 281 ayat (4) UUD RI Tahun 1945

Yang berbunyi: "Perlindungon, pemo}'unn, penegokon, don pelnenuhoii hok o

moriusio adornh tanggung jawab negoro terutomo pemerintoh". Dengan demikian

HAM/hak ariak tidak bisa dilepaskan dengan pemajuan (to promote) yang tidak

lain adalah SOSialisasi dalam terminologi/frasa perundang-undangan.

,

9
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88. Bahwa analog dengan pengajaran dan pendidikan sebagaiikhtiar meIakukan

pembangunan manusia yang setara dengan pemajuan ilmu pengetahuan, inaka

pemajuan HAM tidak terlepas dari pengawasan dan pelaksanaan HAM cq. hak

ariak itu sendiri. Pengawasan dan pengujian atas kepatuhan HAM dilakukan

bersama dengan pemajuan HAM cq, hak ariak;

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35 TAIIUN 201.4

89. Bahwa dengan demikian inaka pengawasan hak ariak tidak terpisahkan dengan

pemajuan hak ariak, sehingga tugas KPAl meIakuan pengawasan termaktub dan

dimaknaitermasuk pemajuan hak ariak;

90. Bahwa pemajuan hakanak sebagaibagian tidak terpisahkan dan pengawasan hak

ariak untuk menjamin dan menghormati sena meIindungi hak-hak ariak itu sendiri,

sehingga pengawasan hak ariak tenntegrasi dengan pemajuan (to promote) hak

ariak,

91. Bahwa dalam terminologi HAM, penjaminan, perlindungan, pemenuhan HAM/hak

ariak satu kesatuan dengan pemajuan (to promote) HAM/hak ariak, o1eh karena

kernajuan, kinerja inaupun intervensi atas perlindungan dan pemenuhan HAM/hak

ariak, mengasumsikan telah dilakukannya pemajuan HAM/hak ariak yang menjadi

prosyarat dalam HAM/hak ariak itu sendiri. Sehingga pemajuan HAM/hak ariak

adalah bagian dan dan dimensi HAM/ariak;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

92. Bahwa walaupun secara urnum pembentukan norma Undang-Undang Iazim

menggunakan frasa "SOSialisasi" hak yang Iebih merupakan penyebaran, namun

hak-hak ariak sebagai HAM Iebih merupakan ikhtiar untuk menjadikannya bagian

dari hak yang efektif dan terpenuhi, sehingga Iebih be relasan kata SOSialiasasi hak

ariak dimaknai sebagai pemajuan hak ariak, dimana pemajuan hak ariak

merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengawasan hak-hak ariak itu sendiri;

93.8ahwa o1eh karena tidak dibunyikan secara eksplisit pengawasan termasuk

pemajuan atau SOSialisasi hak ariak, inaka PEMOHON Iterhalang secara normatif
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meIakukan pemajuan atau SOSialisasi hak ariak, yang menimbulkan kesenjangan

informasi. pengetahuan, dan edukasi hak-hak ariak kepada masyarakat;

94. Bahwa o1eh karena SOSialisasi hak-hak ariak tidak menjadi bagian dan tugas KPAl,

inaka upaya pencegahan pelanggaran hak ariak meIalui pengawasan hak ariak

tidak optimal. Berdasarkan hal-hal of atas, beralasan jika KPAl meiniliki tugas

SOSialisasi sebagai bagian tak terpisahkan dari pengawasan hak ariak untuk

mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ariak;

PERMOHONANPENGUllANMATERIL
UU NOMOR35 TAHUN 201.4

95. Bahwa SOSialisasi hak ariak terkait erat dengan pembentukan pemahaman yang

tepatterhadap hak-hak ariak sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah dan

pemerintah daerah, sehingga hak-hak ariak menjadi pertimbangan paling utama

sesuai dengan Ketentuan Pasa1 28B ayat(2) UUD Rltahun 1945;

96. Bahwa untuk meIengkapi alasan-alasan pengujian norma Pasa1 76 huruf a UU

Nomor35 tahun 2014, inohon berkenan Mahkamah mengambilalih secara inutatiS

inutandis seluruh alasan dalam POSita yang diuraikan pada bagian huruf B dari

permohonan pengujian mater11 aquo sebagai alasan-alasan dalam pengujian

ketentuan Pasa1 76 huruf a UU No. 35 Tahun 2014 yang bertentangan dengan

Pasa1 28B ayat(2), Pasa1 280 ayat(I), Pasa1 281 ayat(4) UUD RI Tahun 1945;

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD

97. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, inohon berkenan Mahkamah

me inbuat putusan yang dalam amamya menyatakan ketentuan Pasa1 76 huruf a

UU Nomor 35 Tahun 2014 yang betounyi"(0) melokukon pengowoson techodop

peloksonoon perlindungon don pemenuhon HokAnok'; bertentangan dengan UUD

RI Tahun 1945 secara Konstitusional bersyarat dan tidak mein punyai kekuatan

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai"termosuk SOSiolisosi"

sehingga ketentuan Pasa1 76 huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 menjadi berbuny

"(0) melokukon pengowason termosuksosioli^OSIterhodop peloksonoon perlindun90n

don pemenuhon HokAnok';.

I>
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IV. PETITUM

PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UUNOMOR35TAHUN20, .4

I. Menyatakan:

1.1 Ketentuan pasa1 74 ayat(I) UU 35 Tahun 2014 yang betounyi:"Dojom

rongko meritngkotkQn ofektivitos pengowoson penyelen990roon pemenuhon

Hok Anok, den90n Undong-Undong ini dibentuk Komisi Perlindungon Anok

hidonesioyong bers^otindependen" bertentangan dengan UUD RI Tahun

1945 secara Konstitusional bersyarat dan tidak meinpunyai kekuatan

hukum mengikat secara konstitusional bersyarat sepanjang tidak

dimaknai"termosukKomisiPertindungonAnokDoeroh': sehingga ketentuan

Pasa1 74 ayat(I) UU Nomor 35 Tahun 2014 menjadi berbunyi:

"Doloin rangko meningkotkon efektivitos pengowoson

penyelenggoroon pemenuhon HokAnok, dengon Undong-Undong inI

dibentuk Komisi Perl^^dungon Ariak Indonesio termosuk Komisi

Perlindungon Anok Doerohyong bersjfotindependen".

2 Ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU 35 Tahun 2014 yang berbunyi:'Dojom

hol diperlukon, Pemerintoh Doeroh dopot mein bentukKomisiPerlindun90n

Anok Doeroh atou Iembogo lainnyo yong seienis untuk mendukung

pengowoson penye!enggoroon Perl^^dungon Anok of doeroh" sepanjang

frasa 'Dojom holdi^erlukon, koto 'tiopot'; dan frasa "otou Iembogo loinnyo

yong sei'enis" bertentangan dengan UUD 4945 secara konstitusional

bersyarat, dan tidak meinpunyai kekuatan hukum mengikat secara

konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "woj'ib mein bentok don

me infosilitosi"sehingga ketentuan Pasa1 74 ayat(2) UU Nomor 35 Tahun

2014 menjadi berbunyi:

'Pemeriitoli Doeroh wonb mein bentuk don meInfosilitosi KOIni

Perl^^dungon Anok Doeroh untuk mendukun9 pengowoson

penyelenggoroon Perlindungon Anok didaeroh".

3 Ketentuan pasa1 76 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

"melokukon pengowoson terhodop peloksonoon perl^^dungon don

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD
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PERMOHONANPENGUjlANMATERIL
UU NOMOR 35 TAHUN 20, .4-

pemenuhon HokAnok" bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 secara

Konstitusional bersyarat dan tidak me in punyai kekuatan hukum mengikat

secara konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai"termosuk

SOSiolisosi'; sehingga ketentuan Pasa1 76 huruf a UU Nomor 35 Tahun

2014 menjadi berbunyi: "melokukon pengowoson termosuk SOSiolisosi

techodoppeloksonoon perlindungon don pemenuhon HokAnok't

2. Memerintahkan penguatan putusan in I dalam benta acara Negara.

Demikian permohonan pengujian materil UU No. 35 Tahun 2014 diajukan, atas

perkenan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi kami menghaturkan
tenma kasih.

Hormat Kami,

PARA PEMOHON, Kuasanya:

TIM KUASA HUKUM KPAl&KPAD

TIM KUASA

HUKUM KPAl

&KPAD
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,,!,, ^j, ,MUH M, . JONl, S. H. , M. H.
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V ^11
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ZULCHA ATANAMAS, S. H.
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Lu =Is, s. H.AM

,

^


	Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 85 PUU XVII 2019_nz
	img-122105614
	img-122105905

	Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 85 PUU XVII 2019
	img-122105614
	img-122105905


